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ABSTRACT

YUSNI S. MOHUNE. E 2118042. FACTORS AFFECTING THE LOCALBUDGET
ABSORPTION IN THE LOCAL GOVERNMENT OF NORTH GORONTALO
DISTRICT

The research aims at finding how significant the budget planning, human resource
competence,supply of goods and services, budget allocation, and the bureaucratic
environment give simultaneous and partial effects on the local budget absorption in the
local government of North Gorontalo District. The sampling technique in the research
is purposive sampling and done through a survey method with. questionnaires directly
distributed to the apparatus at the Local Government of North Gorontalo District. The
result of the research indicates that the budget planning (X1) partially does not give a
partial and significant effect on the budget absorption with a significant rate 0f0.094.
The human resource competence(X2) partially does not give a positive and significant
effect on the budget absorption with a significant rate of 0.323. The supply ofgoods and
services (X3) partially gives a positive and significant effect on the budget absorption
with a significant rate of 0.011. The budget allocation (X4) partially does not give a
negative and significant effect on the budget absorption with a significant rate of 0.646.
The bureaucratic environment (X5) partially does not give a negative and significant
effect on the budget absorption with the rate of significance of 0.192. The variables of
budget planning, human resource competence,goods and services supply, budget
allocation, and the bureaucratic environment simultaneously gives a significant effect
on the budget absorption at the Local Government of North Gorontalo Regency.

Keywords: planning, human resource competence, goods and services supply, budget
allocation, bureaucratic environment, budget absorption.



ABSTRAK

Yusni S. Mohune. E 2118042. Faktor — Faktor Yang Mempengaruhi Daya
Serap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan
anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
anggaran dan lingkungan birokrasi secara simultan dan parsial terhadap penyerapan
anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survey
dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada pegawai yang
ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran (Xi) secara parsial tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar
0.094. Kompetensi sumber daya manusia (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.323.
Pengadaan barang dan jasa (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.011. Pelaksanaan
anggaran (X4) secara parsial tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.646. Lingkungan birokrasi
(X5) secara parsial tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan
anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.192. Variabel penelitian perencanaan
anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
anggaran dan lingkungan birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: Perencanaan, SDM, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan,
Lingkungan Birokrasi, Penyerapan Anggaran
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk
mewujudkannya, diperlukan pengendalian agar sumber daya yang ada dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah melalui anggaran.
Anggaran dalam sektor publik digunakan sebagai instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan publik dan program-program yang dijalankan pemerintah. Pada
pemerintah daerah, anggaran berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) terdapat unsur pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah.
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting dalam
menyediakan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan belanja modal yang dilakukan
pemerintah, dimana belanja modal yang dimaksud untuk meningkatkan
layanan umum oleh pemerintah sebagai kebutuhan dasar, diantaranya,
pendidikan, kesehatan, PAM, infrastruktur jalan, dan fasilitas lainnya.

APBD salah satu instrumen yang memiliki arti dan peranan penting dalam
hal penyerapan anggaran demi tercapainnya pembangunan daerah, penyerapan
anggaran memiliki pengaruh ekonomi pada daerah, sehingga alokasi anggaran
yang dibutuhkan harus bersifat ekonomis, efektif dan efisien, hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran rakyat melalui program



pembangunan berintegritas dan tepat sasaran. Jika penyerapan anggaran tidak
memenuhi syarat maka pemerintah gagal melaksanakan tugasnya, hal tersebut
terjadi dikarenakan adanya inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian
anggaran (Putri, 2014). Sehingga menjadi sangat penting bagi pemerintah
untuk meninjau penyerapan anggaran agar anggaran dapat diserap dengan
baik. Dalam pemerintahan, setiap pelaksanaan program sering mengalami
kendala dalam hal menyerap anggaran, dan kendala yang sering dihadapi
adalah rendahnya pencairan anggaran untuk pembelanjaan pada awal tahun,
sehingga diakhir tahun anggaran yang cairkan menumpuk (Solikhin, 2014).
Pada dasarnya jika anggaran belanja dilaksanakan di awal tahun maka akan
memberikan manfaat yang cepat bagi penerimaa manfaat yang mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi semakin cepat pula. Anggaran belanja menjadi
kontrapruduktif jika ada penumpukan pencairan di akhir tahun, yang
menyebabkan hilangnya fungsi APBD sebagai penyeimbang fundamental
Ekonomi. Pada umumnya anggaran pemerintah akan stabil di cairkan pada
awal tahun, dan selanjutnya akan mengalami peningkatan di tengah tahun dan
akan kembali stabil di akhir tahun. Jika hal tersebut telah terjadi dengan baik
maka pada akhir tahun pemerintah hanya melaksanakan kegiatan yang tersisa
dan fokus pada perbaikan administrasi keuangan. Belanja pemerintah yang
dialokasi untuk kesejahteraan masyarakat merupakan struktur utama APBD,
dan hal tersebut akan tercermin dalam belanja modal. Belanja modal
dimaksud memiliki tujuan dalam meningkatkan layanan publik pemerintah

dalam bentuk belanja kebutuhan dasar. Pemerintah memiliki peranan yang



sangat penting dalam hal mendorong lebih cepat kegiatan yang mampu
menggerakan roda perekonomian, dan hal tersebut hanya dimiliki oleh daerah
yang giat membangun. Sehingga presiden selalu menekankan begitu
pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran dengan tujuan utama
mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah klasik yang
terus terjadi setiap tahunnya. Permasalahan mengenai realisasi daya serap
anggaran yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh
banyak instansi atau lembaga pemerintahan yang terjadi tidak hanya di tingkat
pusat namun juga terjadi di tingkat daerah. Permasalahan seperti ini terjadi
pula pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan
Kabupaten Gorontalo Utara. Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten gorontalo
utara.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada observasi awal Persentase
penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran belanja

berikut :



Tabel 1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2015-2019

Tahun | Triwulan Jenis Belanja Target Realisasi %
| Belanja Barang dan Jasa Rp 129.187.111.992.00 | Rp 9.262.383.969.00 7.17
Belanja modal Rp 138.943.081.693,00 | Rp 11.130.961.538,00 8.01

I Belanja Barang dan Jasa Rp 129.187.111.992.00 | Rp 36.174.989.437,00 28
2015 Belanja modal Rp 138.943.081.693,00 | Rp 22.095.800.411,00 | 15.90
i Belanja Barang dan Jasa Rp 129.187.111.992.00 | Rp 72.993.952.225,00 56.50
Belanja modal Rp 138.943.081.693,00 | Rp 51.995.430.745,00 | 37.42
v Belanja Barang dan Jasa Rp 148.160.797.126,00 | Rp 138.699.736.282,00 | 93.61
Belanja modal Rp 145.247.802.318,00 | Rp 134.080.339.115,00 | 92.31
| Belanja Barang dan Jasa Rp 139.769.747.096,00 | Rp 15.827.959.796,00 11.32
Belanja modal Rp 210.949.166.447,00 | Rp 5.137.210.253,00 2.44
" Belanja Barang dan Jasa Rp 139.769.747.096,00 | Rp 53.168.807.493,00 38.04
2016 Belanja modal Rp 210.949.166.447,00 | Rp 22.616.064.406,00 10.72
" Belanja Barang dan Jasa Rp 139.769.747.096,00 | Rp 85.800.639.477,00 61.39
Belanja modal Rp 210.949.166.447,00 | Rp 58.503.912.207,00 27.73
v Belanja Barang dan Jasa Rp 150.841.354.718,00 | Rp 140.872.520.637,00 | 93.39
Belanja modal Rp 186.900.913.990,00 | Rp 156.550.734.732,00 | 83.76
| Belanja Barang dan Jasa Rp 135.370.041.720,00 | Rp 15.940.481.858,00 11.78
Belanja modal Rp 187.889.087.048,00 | Rp 6.708.793.590,0 3.57
I Belanja Barang dan Jasa Rp 135.370.041.720,00 | Rp 63.058.184.441,00 46.58
2017 Belanja modal Rp 187.889.087.048,00 | Rp 32.475.317.206,00 17.28
" Belanja Barang dan Jasa Rp 135.370.041.720,00 | Rp 97.774.008.278,00 72.23
Belanja modal Rp 187.889.087.048,00 | Rp 69.616.136.654,00 37.05
v Belanja Barang dan Jasa Rp 162.796.572.653,00 | Rp 155.683.546.377,00 | 95.63
Belanja modal Rp 187.526.633.446,00 | Rp 156.968.210.519,00 | 83.70
| Belanja Barang dan Jasa Rp 167.927.735.010,00 | Rp 15.144.329.497,00 9.02
Belanja modal Rp 126.397.537.914,00 | Rp 8.024.545.364,00 6.35
" Belanja Barang dan Jasa Rp 167.927.735.010,00 | Rp 55.777.259.787,00 33.22
2018 Belanja modal Rp 126.397.537.914,00 | Rp 20.004.192.175,00 15.83
" Belanja Barang dan Jasa Rp 167.927.735.010,00 | Rp 99.315.987.510,00 59.14
Belanja modal Rp 126.397.537.914,00 | Rp 50.855.724.124,00 40.23
v Belanja Barang dan Jasa Rp 177.263.442.270,00 | Rp 165.963.386.880,00 | 93.63
Belanja modal Rp 129.661.176.683,00 | Rp 117.273.127.413,00 | 90.45
2019 | Belanja Barang dan Jasa Rp 190.941.555.036,00 | Rp 15.379.359.472,00 8.05
8.88

Belanja modal

Rp 162.247.893.890,00

Rp 14.407.825.311,00




Belanja Barang dan Jasa

Rp 190.941.555.036,00

Rp 61.117.654.801,00

32.01

Rp 161.197.893.539,00

Rp 140.907.704.591,00

Belanja modal Rp 162.247.893.890,00 | Rp 24.293.798.731,00 14.97
" Belanja Barang dan Jasa Rp 204.532.014.112,00 | Rp 113.239.528.305,00 | 95.37
Belanja modal Rp 156.698.893.539,00 | Rp 56.016.396.622,00 35.75
v Belanja Barang dan Jasa Rp 204.532.014.112,00 | Rp 192.318.990.253,00 | 94.03
Belanja modal 87.41

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab. Gorontalo Utara

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa laporan realisasi
anggaran belanja pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara belum
mencerminkan presentase yang ilmiah. Dapat dilihat pada tabel lampiran
berdasarkan periode data per triwulan penyerapan anggaran yang terjadi
cenderung rendah di triwulan awal dan meningkat di triwulan akhir. Dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 penyerapan anggaran pada triwulan |
untuk belanja barang dan jasa bahkan tidak mencapai 15% sedangkan untuk
belanja modal bahkan tidak mencapai 10% dari tahun 2015 sampai dengan
2019.

Begitu pula pada penyerapan anggaran pada triwulan Il untuk belanja
barang dan jasa yang tidak mencapai 40% hanya pada tahun 2017 yang
mencapai 46% sedangkan untuk belanja modal bahkan tidak sampai mencapai
20% dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan untuk
penyerapan anggaran pada triwulan Il untuk belanja barang dan jasa
persentase paling tinggi berada pada 72.23% di tahun 2017 sedangkan dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hanya nyaris 60% sedangkan untuk
belanja modal persentase dari tahun 2015 sampai dengan 2019 baru nyaris
mencapai 40%. Sementara untuk belanja barang dan jasa untuk triwulan IV

paling tinggi berada pada persentase sebesar 95.63% pada tahun 2017,




kemudian untuk belanja modal penumpukan terjadi pada triwulan 1V dengan
persentase paling tinggi berada pada tahun 2015 sebesar 92.31% dan
persentase terendah berada pada tahun 2017 sebesar 83.70%. Hal ini
menunjukkan tidak proporsionalnya pola penyerapan anggaran di pemerintah
daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Padahal idealnya, suatu anggaran dapat
terserap secara merata sebesar 25% per triwulan atau secara akumulatif
sebesar 25% pada triwulan I, 50% pada triwulan 11, 75% pada triwulan 111 dan
100% pada triwulan 1V atau triwulan akhir. Dengan kata lain penyerapan
anggaran yang baik dilakukan secara maksimal pada triwulan-triwulan awal
sehingga di triwulan akhir pemerintah tidak kewalahan untuk melakukan
penyerapan anggaran.

Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya
manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat
dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang mengganggur. Kegagalan target
penyerapan anggaran ini tentu juga menimbulkan lambatnya penerimaan hasil
pembangunan oleh masyarakat. Lambatnya hasil pembangunan oleh
masyarakat akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksana pembangunan dan akhirnya
akan berdampak terhadap kondisi politik yang dapat memicu instabilitas
kehidupan bangsa. Seharusnya permasalahan tingkat serapan anggaran seperti
ini dapat ditekan jika instansi pemerintah dapat konsisten membelanjakan
anggarannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan demi terwujudnya

manajemen kas yang baik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah daerah
diwajibkan menyusun dan menetapkan anggaran kas yang berguna sebagai
pengendali arus kas masuk dan keluar serta berfungsi sebagai target serapan
anggaran. Hal ini diharapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan dan
pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata
dan memberikan dampak yang berulang dan besar kepada kegiatan
perekonomian.

Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran
antara lain dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan
barang dan jasa hingga faktor-faktor internal dan pengguna anggaran
(Herriyanto, 2012). Berdasarkan pendekatan goal-setting theory dijelaskan
bahwa keberhasilan penyerapan anggaran merupakan tujuan yang ingin
dicapai, sedangkan variabel perencanaan anggaran, kualitas sumber daya
manusia dan lingkungan birokrasi merupakan faktor penentu. Semakin tinggi
faktor penentu tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan
pencapaian tujuannya.

Realita expectation gap dalam hal ini penyerapan anggaran yang tidak
sesuai dengan harapan salah satunya disebabkan oleh perencanaan anggaran.
Permasalahan yang timbul dalam perencanaan anggaran disebabkan karena
rencana pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat waktu dan sulit dieksekusi
sehingga sering terjadinya revisi anggaran. Revisi anggaran ini Yyang

kemudian menyebabkan ketidakpastian dan tertundanya keputusan alokasi



anggaran. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena tarik ulur
kepentingan juga terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pembahasan anggaran yang seharusnya selesai sampai dengan rincian
anggaran dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, namun karena adanya
tarik ulur kepentingan ini menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak
tepat sasaran. Selain itu, perencanaan kegiatan yang kurang matang dalam
menentukan anggaran akan berdampak pada program kerja yang tidak
berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagaimana penjelasan dari
(Septianova dan Helmy, 2013) bahwa masih adanya anggapan bahwa tidak
semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang
diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor
kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan juga turut menjadi
masalah dalam hal perencanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara. Faktor lemahnya perencanaan ini menjadi kendala utama
yang menyebabkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara menjadi lambat. Dalam penelitian Igbal (2018) juga
menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan
anggaran adalah faktor perencanaan, karena semakin matang aparatur
pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka
kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula.

Selain perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dalam hal
ini pegawai negeri sipil sebagai aparat pengelola keuangan juga menjadi

faktor yang mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran.



Permasalahan kompetensi sumber daya manusia yang terjadi berawal dari
adanya rangkap tugas dalam panitia pengadaan, hal ini karena tidak
seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang
memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum
optimalnya penyerapan anggaran. Selain itu, fenomena lain juga menunjukkan
sumber daya manusia pada setiap SKPD seringkali menduduki suatu jabatan
yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan yang dimiliki karena
adanya keterbatasan jumlah pegawai yang berkompeten dibidangnya. Hal ini
jelas akan berpengaruh terhadap kemampuan pegawai di dalam merencanakan
dan melaksanakan tugas dalam rangka penyerapan anggaran belanja.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah
pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah
satu tugas dari organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Terkait proses pengadaan barang dan jasa, sikap kehati-hatian
pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan, tidak ada/tidak
jelasnya spesifikasi teknis barang/jasa, banyaknya sanggahan dalam proses
lelang, banyaknya pengaduan lembaga swadaya masyarakat mengenai
pengadaan barang/jasa ke polri atau kejaksanaan, kurangnya sosialisasi
mekanisme pengadaan barang/jasa, ketidakharmonisan peraturan perundang-
undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pencairan anggaran, tidak
seimbangnya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat

pelaksana pengadaan, kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat dan



juga buruknya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di SKPD juga
memberikan kontribusi bagi terlambatnya penyerapan anggaran.

Selain itu faktor pelaksanaan anggaran juga turut mempengaruhi
keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran,
persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam internal satuan kerja perangkat
daerah ini meliputi keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola
keuangan, adanya kebiasaan pengelola anggaran dalam menunda pekerjaan,
serta tidak adanya reward dan punishment bagi keberhasilan ataupun
kegagalan dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah. Hal-
hal inilah yang kemudian menyebabkan pelaksanaan anggaran di satuan kerja
perangkat daerah menjadi terlambat.

Selain faktor perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan
pengadaan barang dan jasa, faktor lingkungan birokrasi juga mempengaruhi
penyerapan anggaran di SKPD. Birokrasi harus dijalankan secara institusional
dan efektif hal tersebut akan menjadi kekutan dalam hal memajukan daerah,
dan dapat menyelesaikan problem yang ada pada masyarakat serta kebijakan
yang dibuat akan dilakukan dengan wajar. Birokratisasi adalah suatu proses
dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang dilandasi dengan regulasi
dan standar operasional prosedur, dimana organisasi tersebut adalah sarana
sosial untuk rakyat. Peraturan yang formal dan dijalankan secara efektif
menggambarkan bahwa birokratisasi tersebut berjalan secara sistematis dan
terstruktur (Bozeman, 2015). Permasalahan birokrasi di pemerintah

Kabupaten Gorontalo utara sangatlah kompleks, dari segi budaya yang tidak
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memiliki integritas, banyak regulasi yang saling tumpang tindih, oraganisasi
secara struktural tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai fungsinya, SDM
yang kurang memadai, pemerintahan tidak menyelenggarakan pemerintahan
yang efektif dan efisien, kordinasi yang buruk antar pegawai, dan tidak
bertanggung jawab terhadap pekerjaan adalah barometer utama dalam
mengukur lambatnya penyerapan anggaran.

Beberapa Penelitian faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya
penyerapan anggaran belanja sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa
peneliti. Ramadhani (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada 3
faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu regulasi, perencanaan
anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada
OPD provinsi Sumatra barat. Penelitian lainnya dilakukan oleh Meyulinda A.
E, D. S. Ndaproka dan Thobias E. D. T (2019) dengan judul analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada organisasi
perangkat daerah di kota Kupang. Penelitian ini menggunakan 5 faktor yang
mempengaruhi  penyerapan anggaran yaitu perencanaan  anggaran,
pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen menajamen, dan
lingkungan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen

manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikann
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terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada OPD di kota
Kupang.

Penelitian tentang penyerapan anggaran ini penting untuk diteliti karena
adanya harapan akan konsistensi generalisasi penelitian dengan hasil yang
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, adanya fenomena
keterlambatan atau tidak maksimalnya penyerapan anggaran yang terjadi pada
pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membuat peneliti merasa tertarik
untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan
anggaran pada SKPD di pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan judul
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran
Belanja Pada SKPD di Kabupaten Gorontalo Utara”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari latar belakang dan
fenomena yang terjadi, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan
penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini nantinya
tidak akan meluas kepada aspek-aspek yang jauh relevansinya dengan tujuan
yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penulis memandang permasalahan
penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya hanya yang berkaiatan
dengan aspek perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang
dan jasa dan juga lingkungan birokrasi.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka yang

menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah :
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1. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah di
Kabupaten Gorontalo Utara?

2. Seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah di
Kabupaten Gorontalo Utara?

3. Seberapa besar pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah di
Kabupaten Gorontalo Utara?

4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah di
Kabupaten Gorontalo Utara?

5. Seberapa besar pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah di
Kabupaten Gorontalo Utara?

6. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia,
pengadaan barang dan jasa dan lingkungan birokrasi secara simultan
terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.4.1 Maksud Penelitian
Sebagaimana uraian dari batasan masalah dan rumusan masalah diatas,

maka yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
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1.4.2

gambaran besarnya pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia,

pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan birokrasi

terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada

pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan anggaran terhadap
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah

daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya manusia terhadap

penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah

daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengadaan barang dan jasa

terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada

pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap

penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah

daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan birokrasi terhadap

penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah

daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
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6. Untuk mengatahui besarnya pengaruh perencanaan anggaran, sumber
daya manusia, pengadaan barang dan jasa dan lingkungan birokrasi
secara simultan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja
daerah pada pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penulisan
1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada SKPD di
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mengevaluasi
kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Menjadi
referensi dan bahan masukan untuk memperbaiki sistem penyerapan
anggaran belanja guna mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan
anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal
pengembangan wawasan di bidang anggaran pemerintah daerah serta
dapat mengembangkan literature-literatur yang berkaitan dengan faktor
yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi
bahan referensi bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih
lanjut terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan

anggaran di sektor publik.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder merupakan teori yang memberikan gamabaran kepada
pihak mana saja tentang tanggung jawab perusahaan, safitri (2015).
Stakeholder merupakan unsur unsur perusahaan baik unsur intern maupun
unsur ekstern yang saling berhubungan dan sifatnya dapat mempengaruhi,
baik pengaruh langsung maupun secara tidak langsung dalam hal pencapaian
tujuan perusahaan. Jika dikaitkan dengan negara, maka yang menjadi
stakeholder yang penting dalam memajukan negara adalah pemerintahan.
Begitu pula dengan tingkat daerah, pemerintah daerah adalah merupaka
stakeholder yang memberikan pengaruh signifikan atas pembangunan sebuah
daerah. Searah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka
stakeholder sangat berperan aktif dalam hal pengembangan dan memajukan
daerah, pemerintah  daerah  diharapkan ~mampu  memaksimalkan
kemampuannya dalam hal mengembangkan daerahnya masing masing.
Indikator kemajuan daerah dapat disoroti dari cara pemerintah dalam
membangun daerahanya, sehingga daerahnya mampu mengelolan keuangan
daerahnya dan mempentingkan kepentingkan masyarakatnya, dimana
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah benar benar
representatif dari hasil musyawarah dan berdasarkan keinginginan dan

kepentingan rakyatnya, sehingga memberikan hasil yang baik, dari rakyat dan

16



kembali ke rakyat. Masalah masalah yang terjadi pada daerah baik pelayanan,
strategi ataupun operasional merupakan tanggung jawab setiap Organisasi
perangkat daerah (OPD) dimana mereka merupakan stakeholder pada
pemerintah daerah. Hal ini tercermin dan realisasi penggunaan anggaran yang
ekonomis, efisien dan efektif sehingga penyerapan anggaran terserap dengan
baik.
2.1.2 Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran (budget) dan Penganggaran (budgeting)

Istilah anggaran dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah budget yang
berasal dari bahasa prancis “bougette” yang artinya tas kecil. Halim (2016)
menjelaskan bahwa anggaran merupakan isian dokumen dokumen yang
isinya adalah estimasi kinerja, baik pengeluaran maupun penerimaan, yang
tersaji dan memiliki barometer moneter yang akan dicapai pemerintah
dalam satu periode serta menyertakan data lampau sebagai alat pengendali
dan juga bisa menjadi alat ukur penilaian kinerja. Disisi lain rahman (2013)
Menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu alat untuk merencanakan dan
mengendalikan. Perencanaan merupakan rancangan kegiatan yang akan
dilakukan dikemudian hari dalam hal mewujudkan tujuan organisasi,
sedangkan pengendalian merupakan evaluasi atas apa yang telah dikerjakan
di masa lampau, memberikan kepetusan yang terjadi dan membandingkan
dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan penganggaran
adalah prosedur perencanaan dan mekanisme atas implementasi serta

evaluasi anggaran. Penganggaran pada pemerintah atau pada sektor publik
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merupakan hal yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan daerah, dan penganggaran selalu dilaksanakan dalam
satu periode akuntansi atau satu tahun dari tahapan persiapan, tahapan
persetujuan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengawasan, tahapan evaluasi
dan monitoring.

Dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan perilaku dari
pelaksanaa anggaran dengan beberapa pertimbangan seperti apa yang
dijelaskan oleh Nafrain (2015), diantaranya:

a. Anggaran disusun secara realistis dan dicermati sehingga posisi
anggaran stabi, tindak di angka yang sangat rendah mapun sebaliknya

b. Harus ada partisipasi yang besar dari top manajemen

c. Anggaran harus merata dan adi, sehingga memotivasi pelaksana

d. Realisasi anggaran harus di laporan secara akurat dan tepat waktu

. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Sektor publik memiliki definisi yang sangat beragam, dimana tersebut
disebabkan atas besarnya wilayah publik, sehingga setiap displi keilmuan
punya padangan yang beragam. Sektor publik jika didefinisikan dari sudut
pandang ekononomi dapat diartikan sebagai entitas yang aktivitasnya
memiliki hubungan erta dengan dunia usaha untuk menghasilkan barang
dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan umum / publik Mardiasmo (2011).
Sedangkan Mahmudi (2016) berpandangan bahwa anggaran sektor publik
merupakan cetakan biru oragnisasi yang berisikan rancangan program dan

kegiatan kegiatan yang akan di kerjakan. Pengertian anggaran sektor publik
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menurut Indra Bastian (2013), dimana anggaran sektor publik merupakan
rancangan kegiatan yang dipaparkan dalam bentuk rancangan perolehan
pendapatan dan belanja daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik
adalah rancangan keuangan secara rinci dan detil terhadaap seluruh
rangkaian kegiatan dala organisasi sektor publik, dan dokumen terbut
berbentuk ranganagan pendapatan dan belanja yang dinyatakan dalam
satuan moneter yang menggunakan dan publik.

. Tujuan Dan Manfaat Anggaran

Anggaran organisasi bertujuan untuk memberikan mafaat bagi
pengelolaa  dalam  melaksanakan  kegiatan  organisasinya  serta
mengendalikannya sehingga cita cita organisasi terwujud secara ekonomi,
efisien dan efektif. Ada beberapa tujuan anggara disusun, hal tersebut
dinyatakan oleh Nafarin (2015) diantaranya,

a. Anggaran sebagai landasan yuridis formal dalam menentukan investasi
oraganisasi

b. Ada pembatasan dan yang akan digunakan dan didapatkan

c. Melakukan perincian sumber dana yang didapat dan bersifat investasti
dalam mempermudah kontroling

d. Sumber dana dan investasi harus rasional sehingga hasil yang akan
dicapai akan maksimal

e. Rancangan yang disusun harus disempurnakan.
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f. Menganalisis, menampung setiap apa yang disulkan yang berkaitan
dengan dana.
Disis lain Nafarin (2015) juga menjelaskan bahwa anggaran memiliki
banyak manfaat antara lain:
a. Kegiatan yang dilaksanan secara umum untuk kepentingan bersama
b. Anggaran sebagai alat untk menilai kinerja karyawan
c. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi karyawan
d. Anggaran bisa memberikan tanggung jawab tertentu kepada pegawai
e. Anggaran bermanfaat untuk menghindari pemborosan dan belanja yang
tidak diperlukan
f. Mengeefisienkan sumberdaya
g. Anggaran sebagai alat edukasi bagi para stakeholder
. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran pada oraganisasi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai
perencanaan, tetapi juga merupakan alat pertanggung jawaban atas
keuangan yang dikelola oleh publik. Kusufi (2016) mengidentifikasikan
fungsi utama anggaran dianataranya:
a. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran pada pemerintah daerah disusun untuk merencakan apa saja
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, didalamnya berisi rincian

pendapatan dan belanja.
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. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran merupakan intrumen untuk mengendalikan keuangan agar
terhindar dari kegiatan kegiatan menyimpang atau mengendalikan
pengeluaranyang terlalu besar atau rendah.

. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,
sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan berkas politik yang merupakan komitemen
pemerintah dengan persetujuan anggota legislasi tehadap penggunaan
dana publik.

. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit
kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui
apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit
kerja lainnya.

. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
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g. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat menjadi motivasi bagi stakeholder dan pegawainya
untuk bisa bekerja maksimal secara ekonomis, efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan oraganisasi.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Masyarakat merupakan unsur lain dari pemerintah seperti lembaga
swadaya masyarakat, pendidikan tinggi, organisasi keuamatan, dala
oragnisasi lainnya yang diwajibkan untuk terlibat dalam prosedur
penyusunan anggaran publik, kertibatan masyarakat diatas bisa jadi
terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ketrlibatan secara
langsung dilakukan dari proses perencanaan pembangunan maupun
rencana kerja pemerintah daerah sedangkan keterlibatan secara tidak
langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislative
(DPR/DPRD)
2.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dokumen
perencanaan dan periodik yang disepakati oleh pemerintah daerah dan anggota
legislatif, serta ditetapkan melaui peraturan daerah. Sebelum dokumen
disejetujui tentunya pemerintah daerah harus menyusun rencana Kkerja
pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah
(RPJM) setelah RKPD dan RPJM dibuat langkah selanjutnya dokumen
tersebut harus dibahas bersama sama dengan anggota legislasi untuk

ditetapkan dan disetujui, serta di sahkan melalui peraturan daerah oleh DPRD.

22



Dokumen APBD adalah salah satu intrumen utama bagi pemerintah daerah
dalam mengambil kebijakan fiskal. APBD adalah cerminan pemerintah daerah
dalam hal memprioritaskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
satu periodik anggaran. Konsekuensi pemerintah daerah dalam menentukan
peran dan tanggung jawabnya maka harus menetapkan pekerjaan prioritas
dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud
dengan ‘“anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana
kegiatan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah”. Struktur APBD pada era otonomi harus disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, dimana anggaran harus mengutamakan pada capaian hasil
dan rencana yang telah dialokasikan atau rencana yang telah ditetapkan.

2.1.4 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah bagian dari siklus anggaran yang berawal dari
proses perencanaan, tahapan penetapan dan pengesahan anggaran oleh DPRD
penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban
penyerapan anggaran. Awal mula tahapan penyerapan anggaran setelah
disahkan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
yang disahkan oleh Dewan perwakilan rakyat (DPR), hal tersebut di tetapkan
bertujuan untuk menyatukan presepsu serta kesamaan prosedural dalam
melaksanakan pemerintah sebagai pelaksana undang undang APBN, dan
selanjutnya diterbitkan Perpres tentang pedoman dan aturan hukum

pelaskanaan APBN (Kuncoro, 2013). Pada dasarnya ada dua pandangan
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umum tentan penyerapan anggaran, yang pertama adalah membandingkan
anggaran dengan realisasinya secara sederhana, yang kedua adalah
proporsionalitas persentase penyerapan anggaran yang berarti bahwa
penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun (Paris Review,
2011)

Penyerapan anggaran merupakan persentase total anggaran yang sudah
terealisasi dalam satu periodik dengan junlah pagu anggaran Rohman (2013).
Disisi lain Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran adalah
takaran mengenai target rancangan yang ingin dicapai oleh oraganisasi daerah.
sementara Halim (2014) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran merupakan
capaian dan estimasi yang akan di capai dalam satu periodik dan dipandang
disaat tertentu atau kata lain realisasi dari seluruh anggaran. Pada sektor
pemerintah penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran atau estimasi
anggaran yang telah direalisasi berdasarkan apa yang tercantum pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

“Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan
dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100 persen
dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan, mungkin ada kendala daya serap
yang telah menyebabkan realokasi dana atau kegagalan untuk melaksanakan
rencana kerja” (Zarinah, M. et al., 2016).

Menurut Lubis dalam Shenny, A (2012) dikatakan bahwa efektivitas

penyerapan anggaran lebih menekan pada pencapaian segala sesuatu yang
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dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat dan selamat.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Tepat

Program yang dilaksanaka benar benar tercapai berdasarkan tujuan dan

sasaran yang memenuhi target, dan seluruh target benar benar sesuai

realitas.
b. Cepat

Program harus dilaksannakan secara cepat sebelum tenggang waktu yang

ditentukan.
c. Hemat

Program yang dilaksanakan harus bersifat ekonomis dan tidak ada

pemborosan di segala bidang pekerjaan.
d. Selamat

Program kegiatan tidak mengalami kendala kendala yang dapat

mengakibatkan gagalnya tujuan yang ingin di capai,

Tingginya daya serap anggaran mengakibatkan sisa anggaran akhir tahun
yang rendah yang memiliki makna bahwa daya serap anggaran berkorelasi
positif dengan kualitas anggaran atau perencanaan anggaran (Ruhmaini, et
al.,2018). Pengelolaan pengeluaran belanja daerah disetiap instansi
pemerintah yang lancar dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Perekonomian nasional akan terganggu apabila tingkat daya serap
anggaran belanja pemerintah yang rendah. Hilangnya manfaat anggaran

belanja diakibatkan oleh daya serap anggaran yang gagal, sehingga terjadi
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iddle money. Pengalokasian anggaran yang inefisien dan inefektifitas terjadi
ketika daya serap anggaran gagal memenuhi target. Penilaian proporsional
daya serap anggaran dapat dilihat melalui target daya serap anggaran yang
telah disusun. Capaian output dan outcome merupakan ukuran Kkinerja
pemerintah. Perlu adanya keseimbangan antara daya serap anggaran yang
tinggi dengan output dan outcome yang optimal, sehingga menggambarkan
Kinerja pemerintah yang tinggi (Halim, 2014).
2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran
2.1.5.1 Faktor Perencanaan Anggaran

Menurut Herlambang (2013) dalam Haikal (2020) perencanaan merupakan
proses perumusan yang sudah berkembang ditengah tengah masyarakat,
menetapkan program unggulan, hingga menyusun langkah strategi dalam
mencapai keinginan yang telah disepakati dan ditetapkan. Disisi lain Terry
(2011) dalam Haikal (2020) menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses
memilih dan menggabungkan fakta dan penyusunan startegi untuk
memprediksi masa yang akan datang, dengan cara merumuskan aktivitas
aktivitas yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuannya. Merumuskan sitem
yang direncakan merupakan tujuan yang dilakukan agar integritas dan
koordinasi akan terwujud dalam menjalankan pekerjaan organisasi. Fungsi
perencanaan dilakukan bertujuan untuk mentapkan capaian organisasi serta
menyusun rencana untuk memnuhi target capaian yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan anggara memiliki hubungan yang erat, dimana

perencanaan merupaka alat untuk mempredeksi kegiatan dimasa depan dan
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apa yang harus dilakukan. Pemerintah merupakan pengelola utama keuangan
negara, maka dalam menjalankan roda pemerintah haru memperhatikan dan
menetukan kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
untuk mengukur apakah pemerintah baik dan tidaknya kegiatannya adalah
tercerrmin dari APBD, yang harapan besar masyarakat bahwa APBD harus
dilakasanakan secar cepat, tepat, sehingga anggaran akan terserap secara
optimal. Anggar adalah sumber dana dalam membangun dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam menyusun anggaran tersebut harus
dikelola secara efektif dan efisien.

Anggaran adalah dokumen perencanaan yang tersusun dengan rapi untuk
pembangunan daerah, dimana perencanaan daerah tersusun bertujuan sebagai
jaminan dan konsistensi antara rencana kegiatan, budgeting, pelaksanaan
kegiatan hingga pengwasan. Adapun yang termuat dalam dokumen
perencanaan diantaranya seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan secara
keseluruhan dan sasaran Kinerja pembangunan yang berbentuk pola aturan dan
rancangan anggaran dan hal ini sering disebut renca kerja. Rencana kerja ini
merupakan pondasi utama setiap kegiatan koordinasi dan pengawasan atas
pelaksanaan rencana yang telah disusun sehingga pekerjaan pembangunan
tepat sasaran. Program kerja yang dijabarkan melalui visi dan misi setiap
kepala daerah merupakan alat utama dalam menyusun program kerja lima
tahuan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah

(RPIM).
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Pinto (2013) dalam putri (2014) ada beberapa poin dokumen perencanaan

daerah:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah rencana
yang bertujuan untuk mencapai kegiatan berdasarkan tujuan pembentukan
pemrintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang pembentukan
daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah
rancangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berbentuk dokumen
perencanaan yang akan dicapai oleh pemeritah daerah, dimana rencan
tersebut merupakan rencana dalam kuru waktu lima tahun sesuai periode
pemerintah daerah dan disusun berdasakan visi dan mosi kepala daerah
terpilih.

c. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD disusun berdasarkan
tugas dan fungsi masning masning SKPD dalam mengoperasionalkan
RPJM yang berjangka waktu lima tahun sesuai periode kepala daerah
terpilih.

d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah
RKP Daerah merupakan rangkain rencana kerja kepala daerah dimana

dokumen didalamnya berisi tentang rencana pembangunan tahunan dan ini
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merupakan kewajiban yang harus disusun oleh daerah yang menjadi

pondasi utama dalam menyusun APBD
e. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing

SKPD vyang berjangka waktu 1 tahun, memuat kebijakan, program dan

kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang

bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian
pendanaannya.

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
mengacu pada beberapa produk perundang-undangan (Miliasih, 2012) sebagai
berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rendahnya daya serapa pada pemerintah daerah merupakan faktor utama

dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan program pemerintah yang
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kurang matang dan lemah merupakan cermianan bahwa daya serap anggaran
pada daerah tersebut sangat minim. Jika suatu daerah lemah dalam
perencanaan anggaran akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan
program kegiatan pemerintah. Sebaliknya jika perencanaan anggaran diproses
secara matang maka program kegiatan pemerintah daerah akan berjalan
lancar dan fenomena menumpuknya kegiatan program di akhir tahun tidak
akan terjadi lagi (Halim, 2014). Pegawai yang melaksanakan tugasa
perencanaa sering menghadapi masalah salah satunya adalah tujuan utama
pemerintahan tidak dapat dirumuskan secara optimal dan tepat, sehingga
tujuan kegiatannya tidak terdefiniskan dengan tegas, karena sering kali hanya
orang lain saja yang mentapkan tujuan pemerintahan. Program kerja yang
terencana dan kegiatan kegiatan adalah kesatuan dengan perencanaan
anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan direncanakan sesuai dengan
kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan akan baik jika memenuhi
kriteria penyusun anggaran dan kegiatan yang sangat spesifik, tidak adanya
anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat
menentukan penarikan dana tepat waktu (Herriyanto, 2012) dan Suleman
(2012).
2.1.5.2 Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia

Organisasi akan berhasil jika tujuannya akan berhasil dan hal ini akan
sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada dilingkunnya. SDM
merupakan pemeran utama dalam menjalankan organisasi sektor publik,

dimana kemampuan dan skil pelayanan pegawaianya yang diharapkan.
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Sehingga reputasi kinerja organisasi pemerintah akan menjadi unggul dan
sangat akuntabel di hadapan masyarakat luas. Oleh karenanya harapan besar
kompetensi SDM pada setiap level manajamen sangat diharapkan.

Penyerapan anggaran yang baik disetiap satuan kerja sangat dipengaruhi
olen SDM vyang handal, utamanya pengelola keuangan, pegawai Yyang
memproses anggaran yang memiliki kaitan erat dengan kemampuan indidvidu
dalam menjalankan peran dan fungsinya masing masing dalam mengambil
kebijakan keuangan instansi pemerintah Amiruddin (2009) dalam Tofani
(2020). Kompetensi merupakan aspek individu pegawai yang mungkin bisa
mencapai kinerja yang sangat optimal. Dimana aspek individu dimaksud
mencangkup, sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan
keterampilan dimana kompetensi akan mengarah pada tingkah laku,
sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Safwan et al., 2014).

Disisi lain Mangkunegara (2012) menjelaskan bahwa kompetensi SDM
adalahkompetensi yang memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan,
skil, dan memeiliki kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap kinerja.
Sedangkan Suharto (2012) menjelaskan kualitas SDM merupakan skil yang
dimiliki pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan
biasanya ditinjau dari keterampilan, latar belakang, dan ketrampilan pelatihan
profesional yang dilakukan.

Perncanaan SDM merupakan faktor penting dan sangat diperlukan, hal

tersebut dikarenakan kebutuhan SDM yang berkompeten. Sementara Rivai
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(2008) menerangkan bahwa tujuan dilaksanakan perencanaan sumber daya

manusia antara lain adalah:

1. Untuk menetapkan dan meningkatkan kualitas pegawai yang akan
diposisikan pada jabatan tertentu dalam perusahaan / instansi

2. Untuk memberikan jaminan tenaga kerja yang profesional

3. Terhindar dari buruknya manajemen dan saling tumpang tindih setiap
pelaksana tugas

4. Memudahkan  koordinasi, singkronisasi, dan integritas sehingga
meningkatkan produktivitas

5. Terhindar dari kekurangan atau kelebihan karyawan

6. Landasan utama dalam menetapkan seleksi, program penarikan,
kompensasi, pemeliharaan, dispilin, pengembangan, mutasi, pensiun
pegawai dan pemberhentian pegawai
SDM berkaitan erat dengan skil dan detail tugas serta tanggung jawab
dalam mendeskripsikan pekerjaan, jumlah dan kualifikasi staf, dan
terpenuhinya kebutuhan perekrutan. Kunci keberhasilan dalam mengelola
anggaran adalah pegawai yang memiliki jump terbang da pengalaman yang
luas serta inovasi dan motivasi yang sangat tinggi. Setiap OPD wajib
memiliki SDM yang handal dan profesional sehingga mampu menjalankan
tugasnya dengan baik. Bukan hanya itu pegawai juga harus dibekali dengan
standar kerja yang baik dan tepat. Penyelenggaraan pemerintah yang baik
tergantung kemampuan dan skil pegawai dilingkungan kerja khususnya

ASN. Untuk membentuk aparatur yang sempurna diperlukan upaya
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peningkatan manajemen pegawai negeri sipil yang diatur secara
menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang
seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan
gaji, dan program Kkesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan
unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil baik pegawai negeri sipil
pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Keterampilan individu juga
menjadi nilai tambah bagi seseorang. Keterampilan individu seorang PNS
mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan
pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari
waktu ke waktu. Hal ini diterima secara luas bahwa staf berpendidikan
tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembaruan
dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal yang tersedia (Zarinah,
2016).
Michael Zwell sebagaimana dikutip oleh Wibowo memberikan lima macam

kompetensi yang terdiri dari :

1. Task achievement adalah kompetensi yang berkaitan dengan kinerja yang
sangat baik.

2. Relationship adalah kompetensi yang berkaitan dengan komunikasi yang
baik.

3. Personal attribute merupakan kompetensi intrisik individu dan
menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar dan

berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi
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integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan,

manajemen stress, berfikir analitis dan berfikir konseptual.

4. Managerial merupakan kompetensi yangs secara spesifik berkaitan dengan
pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi
manajerial berupa memotivasi, memberdayakan dan mengembangkan
orang lain.

5. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin
organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi dan tujuan organisasi.
Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner,
berfikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan,
membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud,
dasar-dasar dan nilai-nilai.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi
seseorang menurut Michael Zwell sebagaimana dikutip oleh Wibowo sebagai
berikut :

1. Keyakinan dan nilai-nilai
Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat
mempengaruji perilaku. Apabila mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka
tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda dalam
melakukan sesuatu. Setiap orang harus berfikir positif baik terhadap dirinya

maupun orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berfikir kedepan.
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2. Keterampilan
Keterampilan merupakan peran penting dikebanyakan kompetensi.
Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari,
dipraktekkan dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki
dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki
keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan
meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap
komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan
dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan
kompetensi individual.

3. Pengalaman
Keahlian  dari  banyak  kompetensi memerlukan  pengalaman
mengorganisasikan ~ orang, komunikasi di  hadapan  kelompok,
menyelesaikan masalah dan sebagainya. Orang yang tidak pernah
berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin
mengembangkan kecerdasan organisasi untuk memahami dinamika
kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik kepribadian
Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit untuk
berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat
berubah. Kenyataannya kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang
waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan

sekitarnya. Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seorang karyawan
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dalam sejumlah kompetensi termasuk dalam penyelesaian konflik,

menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim,

memberikan pengaruh dalam membangun hubungan.

. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan

memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan

pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat berpengaruh positif

terhadap motivasi bawahan.

. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi

bagian semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

. Kemampuan intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran

konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan

kecakapan dalam kompetensi

. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam

kegiatan sebagai berikut :

a. Praktik rekruitmen dan seleksi karyawan, untuk mempertimbangkan
siapa diantara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat

keahlian tentang kompetensi
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b. Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana
organisasi menghargai kompetensi

c. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam
memberdayakan orang lain, inisiatif dan memotivasi orang lain

d. Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai
berhubungan dnegan kompetensi

e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada karyawan tentang
berapa banyak kompetensi yang diharapkan

f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan pada
pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan
berkelanjutan

g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung
mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen

utama pembentukan kompetensi yaitu :
1. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan

adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah

diidentifikasi. Pengetahuan karyawan akan turut menentukan berhasil

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang

mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi

perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan

cukup maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan
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tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh karyawan

berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan meningkatkan biaya dalam

pencapaian tujuan organisasi. Atau dapat disimpulkan bahwa karyawan

yang berpengetahuan kurang akan mengurangi efisiensi. Maka dari itu,

karyawan yang berpengetahuan kurang harus diperbaiki dan dikembangkan

melalui pelatihan SDM agar tidak merugikan usaha-usaha pencapaian

tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengetahuan dapat

dikategorikan sebagai berikut :

a. Informasi yang didapatkan dan diletakkan dalam ingatan kita
(Deklaratif)

b. Bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan ke sesuatu hal yang
sudah kita ketahui (Procedural)

c. Mengerti tentang how, when dan why informasi tersebut berguna dan
dapat digunakan (Stategic)

. Keterampilan (Skill)

Faktor yang juga ikut mensukseskan pencapaian tujuan organisasi adalah

faktor keterampilan karyawan. Bagi karyawan yang mempunyai

keterampilan kerja yang baik maka akan mempercepat pencapaian tujuan

organisasi. Untuk karyawan-karyawan baru atau karyawan dengan tugas

baru diperlukan tambahan keterampilan guna pelaksanaan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang

untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan.
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3. Sikap (Attitude)

Disamping pengetahuan dan keterampilan karyawan, hal yang perlu

diperhatikan adalah sikap perilaku kerja karyawan. Apabila karyawan

mempunyai sikap yang mendukung pencapaian tujuan organisasi maka

secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.1.5.3 Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

Penyerapan anggaran belanja daerah yang rendah menggambarkan bahwa
daerah tersebut tidak berhasil dalam melaksanakan keseluruhan program yang
telah direncanakan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan
rendahnya penyerapan anggaran adalah faktor pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa dengan banyaknya proses dan prosedur yang harus
dilampaui akan berimplikasi pada memerlukan banyaknya waktu, biaya dan
tenaga sehingga proses tender/lelang menjadi lamban. Proses tender
merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui
pelelangan yang dilakukan ULP. Halim (2014) menyatakan bahwa lamanya
proses tender diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan yang berkaitan
dengan proses pengadaan barang dan jasa yang perlu disosialisasikan lebih
luas, dalam pengadaan barang dan jasa tidak sedikit pejabat pembuat
komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami
ketentuan pengadaan barang dan jasa tersebut. Tujuan dasar pengadaan
barang/jasa pemerintah adalah untuk menemukan sumber persediaan

barang/jasa ketika organisasi membutuhkan barang/jasa pada harga termurah
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dan dalam batas kualitas yang dapat diterima. Oleh karena itu, penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/jasa merupakan proses merealisasikan
anggaran belanja pemerintah secara efektif dan efisien sesuai dengan target
dan capaian anggaran pengadaan barang/jasa.

Mayoritas lambatnya penyerapan anggaran terjadi dikarenakan proses
tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa
proses teknis ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan
dan harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan
Undang-Undang (Handayani, 2017). Lambatnya proses lelang ditambah lagi
konflik-konflik yang terjadi selama proses tender berlangsung semakin
memperparah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk implementasi anggaran.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1
pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga satuan kerja perangkat
daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa
sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan, pengadaan barang dan
jasa harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang ada
menurut PP No. 54 Tahun 2010 yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka,

bersaing, adil dan akuntabel.
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Sosialisasi mengenai peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa perlu
disosialisasikan secara luas, sehingga pejabat pembuat komitmen dan kuasa
pengguna anggaran memahami tentang ketentuan dalam pengadaan barang
dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Terdapat permasalahan standarisasi
biaya, adanya biaya lapangan yang tidak sesuai dengan standar biaya umum
dan biaya khusus yang berimplikasi pada minimnya peserta lelang, pelelangan
ulang dan sanggahan dalam proses lelang sehingga anggaran tidak terserap
secara maksimal atau daya serap anggaran menjadi rendah (Halim, 2014).
Dalam teori yang dikemukakan Halim (2014) lamanya proses tender
diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan proses
pengadaan barang dan jasa yang sering mengalami perubahan dan perlu
disosialisasikan lebih luas serta kompetensi pegawai pengelola pengadaan
yang masih lemah.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012)
diantaranya :

1. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
2. Jenis kontrak
3. Sumber dana
4. Metoda pengadaan
5. Nilai kontrak
6. Standar-standar nasional Indonesia
Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011)

antara lain :
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1. Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan
pengguna barang/jasa

2. Isi harus lengkap dan jelas serta tidak menimbulkan penafsiran jamak atau
multi tafsir

3. Perubahan addendum dokumen diperkenankan sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan khusus yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa
pemerintah adalah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta
perubahannya yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Dalam Perpres
tersebut diatur bahwa terdapat beberapa pihak yang dibebani tugas dalam
rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihak-pihak
tersebut memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa, adapun pihak-pihak dimaksud adalah :

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

2. Pejabat pembuat komitmen

3. Panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
4. Tim swakelola

5. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan

Tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa dengan metode pemilihan penyedia barang melalui lelang adalah :
1. Tahap persiapan pengadaan
2. Tahap pengumuman lelang

3. Tahap pendaftaran peserta lelang

42



4. Tahap penjelasan lelang
5. Tahap menerima penyampaian penawaran
6. Tahap evaluasi
7. Tahap pengumuman calon pemenang lelang
8. Tahap menerima sanggah/banding
9. Tahap pelaksanaan pekerjaan

Tahapan pengadaan barang dan jasa yang banyak membutuhkan waktu
yang panjang untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja,
khususnya untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal. Jika tahapan ini
tidak dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa penyerapan anggaran belanja
akan mengalami keterlambatan yang berakibat pada terhambatnya
peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.4 Faktor Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk
merealisasikan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan anggaran adalah tahap yang sangat
penting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah
disusun atau dibuat. Walaupun perencanaan anggaran telah dilakukan sebaik
mungkin, belum menjamin bahwa pelaksanaan anggarannya pun akan baik
juga. Pelaksanaan anggaran yang konsisten sesuai dengan rencana yang telah

dibuat sebelumnya dan pelaksanaan anggaran yang betul-betul berpedoman
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pada perencanaan anggaran akan meminimalisir terjadinya penumpukan
penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran yang teratur dan tidak menunda pekerjaan akan
menghindari terjadinya hal tersebut. Ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran
yang baik akan menghasilkan penyerapan anggaran yang baik pula.
Sebaliknya, pelaksanaan anggaran yang buruk akan menghasilkan penyerapan
anggaran yang buruk pula. Dalam pelaksanaan anggaran kerap kali terjadi
kendala-kendala yang mengakibatkan suatu program atau kegiatan tidak dapat
dilakukan sesuai jadwal atau rencana awal sehingga mempengaruhi realisasi
anggaran Yyang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini
menyebabkan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran
akan mundur waktu pelaksanaannya dan otomatis akan memundurkan waktu
penyerapan angagran. Jauhari (2017) menemukan bahwa lambatnya
pelaksanaan anggaran menjadi penyebab terjadinya penumpukan belanja di
akhir tahun anggaran.

Terdapat beberapa persoalan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
anggaran yang juga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Persoalan-
persoalan tersebut di antaranya adalah persoalan-persoalan yang mungkin
terjadi dalam internal satuan kerja perangkat daerah seperti :

1. Terlambat ditetapkannya surat keputusan tenaga pengelola keuangan.
2. Adanya kebiasaan pengelola anggaran yang menunda pekerjaan
3. Tidak adanya penghargaan maupun hukuman bagi pihak yang berhasil

ataupun gagal dalam mengelola keuangan di satuan kerja perangkat daerah.
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Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran
yang telah disusun. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan
angagran adalah kualitas sumber daya manusia serta perencanaan anggaran.
Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses
pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran menurut
Malahayati (2015) meliputi:

1. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja.
2. Proses pengadaan barang dan jasa
3. Proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran)

2.1.5.5 Faktor Lingkungan Birokrasi

Lingkungan birokrasi adalah keadaan atau kondisi yang ada di dalam
organisasi pemerintahan dengan seperangkat aturan dan prosedur yang ditata
untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Lingkungan birokrasi merupakan
dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi
dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien untuk setiap
posisi atau jabatan di dalam organisasi harus ditentukan secara jelas
wewenangnya, kebutuhan informasi dan aktivitas teknis yang dilakukan.
Mereka yang menduduki posisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas
yang telah ditentukan (Mangihot, 2017). Birokrasi merupakan aturan pejabat
sebagai sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan
efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran
tertentu. Untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, pemerintah banyak menghadapi berbagai masalah. Konsep yang
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banyak diterima sampai saat ini bahwa birokrasi adalah sebuah struktur
organisasi terbaik yang memiliki spesialisasi tugas (Aldita, 2018).

Lingkungan birokrasi yang baik dan sehat akan menjadikan pelaksanaan
kegiatan operasional pemerintah menjadi lancar. Tetapi jika lingkungan
birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat
kinerja organisasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi
penyerapan anggaran. Birokrasi memainkan peran ganda yaitu menyediakan
kemampuan pemberdayaan berbagai komponen dengan berbagi wewenang
dan menjamin penyediaan barang publik kepada masyarakat, Brousseau et al.,
2010 dalam Juliani, 2014. Penyediaan barang dan jasa pemerintah pada
praktiknya sering sekali terkendala alasan birokratis dalam realisasinya
sehingga anggaran yang sudah dialokasikan untuk penyediaan barang/jasa
pemerintah tidak terserap. Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah
daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidaknya kegiatan
mereka. Birokrasi jika dilaksanakan secara institusional dan efektif dapat
menjadi kekuatan utama dalam modernisasi kemajuan sehingga dapat
menyelesaikan masalah ditengah-tengah masyarakat dan pembuat kebijakan
dianggap telah melakukan hal yang wajar. Birokratisasi merupakan proses
penyelenggaraan birokrasi berdasarkan peraturan dan prosedur, dimana
organisasi tersebut merupakan sarana pekerjaan sosial bagi masyarakat.
birokratisasi yang terstruktur dan sistematis pada suatu institusi
menggambarkan keabsahan suatu peraturan dan memastikan bahwa peraturan

yang formal tersebut telah diterapkan secara efektif (Bozeman, 2015).
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Lingkungan birokrasi ini diukur dengan indikator koordinasi antar pegawai
terjalin dengan baik, jumlah pegawai yang terlibat terkait pengelolaan
keuangan dan pengadaan barang dan jasa mencukupi, dan pemahaman tentang
peraturan (Ndaparoka, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait keterlambatan penyerapan anggaran telah banyak
dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Zusnia
Nugrahawati  (2016) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2015 di SKPD Kabupaten Tuban (Studi Pada SKPD Badan
Lingkungan Hidup). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lemahnya
perencanaan anggaran dan lambannya proses tender mempengaruhi
keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban pada tahun
anggaran 2015. Faktor lamanya proses pembahasan anggaran dan ketakutan
menggunakan anggaran tidak mempengaruhi adanya keterlambatan
penyerapan anggaran tahun 2015 yang terjadi di SKPD Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tuban.

Penelitian yang dilakukan Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L.
Warongan (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa,
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komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Juliani (2014) tentang Pengaruh
Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait
Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan
analisis kuantitatif pengetahuan peraturan, komitmen manajemen dan
lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran
terkait pengadaan barang/jasa. Hasil analisis kualitatif juga mendukung hasil
kuantitatif berdasarkan wawancara yang dilakukan pada responden yang
terpilih.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peran pemerintah sebagai pengelola keuangan Negara sangatlah penting
untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. kemampuan pemerintah
dalam mengelola keuangan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD), dimana APBD tersebut diharapkan dapat digunakan
dan dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga realisasi
anggaranpun dapat terserah dengan optimal. Anggaran sebagai salah satu
sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun guna kepentingan
masyarakat pada penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan
rencana belanja dana yang baiknya digunakan secara efektif dan efisien.
Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada

perekonomian nasional secara keseluruhan.
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Rendahnya penyerapan anggaran dijadikan sebagai salah satu tolak ukur
dalam menilai kinerja suatu organisasi. Penyerapan anggaran yang rendah
menunjukkan adanya permasalahan yang serius di kalangan pengguna
anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu untuk
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dalam
organisasi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan agar penyerapan
anggaran dapat berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi
penyerapan anggaran dalam penelitian ini adalah faktor perencanaan, faktor
sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor pelaksanaan
anggaran dan faktor lingkungan birokrasi. Kerangka fikir dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar berikut :

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah

\ 4 \4

\ 4

Lingkungan
Birokrasi

]

Perencanaan Kompetensi Pengadaan Pelaksanaan
Sumber Daya Barang dan Jasa Anggaan
| l

A

Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan juga hasil penelitian terdahulu serta kerangka

pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan

penyerapan anggaran, maka dapat dikembangkan hipotesis dengan penjelasan

sebagai berikut:

Hip :

H, :

Hs :

Hs :

Hs :

Hs :

Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap
keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Perencanaan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa dan

lingkungan birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
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keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
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BAB Il
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian menurut Sugiyono (2013) adalah sasaran ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal
objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Berdasarkan
latarbelakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan
dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan
survey. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2014) merupakan metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik, pengambilan sampel pada

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan

52



instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel menurut Sugiyono (2015) adalah suatu atribut
atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu
yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk
menghindari kesesatan dalam pengumpulan data. Yang menjadi variabel
dalam penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran (Y) yang terdiri dari
Perencanaan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Pengadaan Barang dan Jasa
(X3), Pelaksanaan Anggaran (X4) dan Lingkungan Birokrasi (Xs).

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Sub Variabel Indikator Skala
Perencanaan 1. Penyusunan kegiatan dan
Angagran anggaran yang detail
(X1) 2. Tidak adanya anggaran yang
diblokir
3. Tidak adanya tambahan
anggaran sangat menentukan | Ordinal
penarikan dana tepat waktu
Kompetensi 1. Knowledge
Sumber Daya 2. Skill Ordinal
Manusia (X2) 3. Attitude
Pengadaan Barang | 1. Efektif
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Faktor-Faktor Yang Dan Jasa (X3) 2. Efisien
Mempengaruhi Daya 3. Transparan Ordinal
Serap Anggaran 4. Terbuka
Pendapatan Dan 5. Bersaing
Belanja Daerah Pada 6. Adil
Pemerintah  Daerah 7. Akuntabel
Kabupaten Gorontalo Pelaksanaan 1. Persoalan-persoalan yang
Utara Anggaran (X4) terjadi dalam internal satker
2. Proses pengadaan barang
dan jasa Ordinal
3. Proses mekanisme
pembayaran
Lingkungan 1. Koordinasi antar pegawai
Birokrasi (X5) terjalin dengan baik
2. Jumlah pegawai yang terlibat
terkait pengelolaan keuangan
3. Pengadaan barang dan jasa
mencukupi, dan pemahaman | Ordinal
tentang peraturan
Penyerapan 1. Tepat
Anggaran (Y) 2. Cepat Ordinal
3. Hemat
4. Selamat
Sumber: Herriyanto (2012), Hutapea dan Thoha (2008), PP No. 54 Tahun

2010, Ndaparoka (2019), Malahayati (2015), Lubis dalam Shenny (2012)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan

skala likert. Teknik skala likert yang digunakan dalam penelitian ini

memberikan nilai skor pada item jawaban, pemberian skor untuk item setiap

jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan

mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2012). Jawaban dari setiap instrument
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yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai
sangat negative yang dapat berupa kata-kata. Kuesioner disusun dengan
menyiapkan 5 (lima) pilihan yaitu: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju,
dan sangat tidak setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda
seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Bobot Nilai Variabel
Pilihan Bobot
Sangat Setuju 5

Setuju
Netral
Tidak Setuju

N W s

Sangat Tidak Setuju

3.2.3 Populasi Dan Sampel Penelitian
3.2.3.1 Populasi
Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari
obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian akan dipelajari dan ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut maka yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SKPD di
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah

866 pegawai. Jumlah populasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.3 Populasi Penelitian

No Nama SKPD Jumlah Pegawai
1 | Dinas Pendidikan 63
2 | Dinas Kesehatan 140
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang 30
4 | Perumahan Rakyat  dan Kawasan 18

Pemukiman
5 Badan Kesatuan Bangsa 20
6 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan 18
Kebakaran
7 Dinas Sosial 23
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 15
Perlindungan Anak

10 | Dinas Ketahanan Pangan 12
11 | Dinas Lingkungan Hidup 19
12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20
14 | Dinas Pengendalian  Penduduk dan 13

Keluarga Berencana

15 | Dinas Perhubungan 21
16 | Dinas Komunikasi dan Informatika 16
17 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 20

dan Usaha Kecil Menengah

18 | Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 24

Terpadu Satu Pintu (ESDM)

19 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 14
20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 16
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan 29
22 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 21
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23 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 57
Perkebunan
24 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 21
25 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 15
26 | Sekretariat Daerah 67
27 | Sekretariat DPRD 15
28 | Inspektorat Daerah 20
29 |Badan Perencanaan  Penelitian  dan 29
Pengembangan
30 | Badan Keuangan 39
31 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan 23
Pelatihan
Total 866

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
3.2.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk
menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian
suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan
statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus
dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat
berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau
representatif (Sugiyono, 2016). Teknik sampling yang digunakan adalah non
probability sampling. Teknik non probability sampling yang digunakan dalam
pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai
ASN yang ada di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara yang terlibat

langsung dalam penyusunan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Sampel Penelitian

No Nama SKPD Jumlah Pegawai
1 Dinas Pendidikan 1
2 | Dinas Kesehatan 1
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang 1
4 | Perumahan Rakyat  dan Kawasan 1

Pemukiman
5 Badan Kesatuan Bangsa 1
6 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan 1

Kebakaran
7 | Dinas Sosial 1
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 1

Perlindungan Anak

10 | Dinas Ketahanan Pangan 1

11 | Dinas Lingkungan Hidup 1

12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1

13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

14 | Dinas  Pengendalian  Penduduk dan 1
Keluarga Berencana

15 | Dinas Perhubungan 1

16 | Dinas Komunikasi dan Informatika 1

17 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 1
dan Usaha Kecil Menengah

18 | Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 1
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Terpadu Satu Pintu (ESDM)

19 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1
20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan 1
22 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1
23 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 1
Perkebunan
24 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1
25 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1
26 | Sekretariat Daerah 1
27 | Sekretariat DPRD 1
28 | Inspektorat Daerah 1
29 |Badan Perencanaan  Penelitian  dan 1
Pengembangan
30 | Badan Keuangan 1
31 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan 1
Pelatihan
Total 31

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2020

3.2.4 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2

(dua) cara yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Penulis melakukan

pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

a. Observasi yaitu mengamati dan meneliti

b. Kuesioner yaitu dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar

berhubungan dengan penyusunan penelitian.

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

59

segala sesuatu yang




c. Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan
informasi tentang data-data penelitian

2. Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature
dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literature
berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan
penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan
masalah yang diteliti.
3.2.5 Prosedur Pengujian Dan Instrumen Penelitian
3.2.5.1 Analisis Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kuantitatif yang dilakukan dengan membahas dan membuat presentase dari
hasil jawaban responden. Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti

mendekati objektif maka diperlukan suatu instrument atau alat ukur yang valid
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dan andal. Maka instrument tersebut harus di uji validitas dan reliabilitasnya
sehingga apabila digunakan akan menghasilkan hasil yang objektif.
3.2.5.2 Uji Validitas

Suatu instrument dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara
tepat. Pengujian validitas adalah pengujian yang ditunjukkan untuk
mengetahui suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan
kenyataan. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa instrument yang valid berarti
alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid
berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi
antara skor item dengan skor total masing-masing variabel menggunakan
pearson correlation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat
signifikansinya dibawah 0,05.

3.2.5.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil
pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih
terdapat gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Instrument yang
reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Maka untuk
menguji reliabilitas ini digunakan metode Cronbach Alpha. Syarat minimum
yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien cronbach alpha nya
di dapat 0,06. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument

penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable.
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3.2.5.4 Uji Asumsi Klasik
Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum
dibuat analisis korelasi dan regresi, hal tersebut untuk menguji apakah model
yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada.
Asumsi yang harus di penuhi dalam analisi regresi (Gujarti, 2003) adalah
Residual menyebar normal (Uji Normalitas), Antar variabel independent tidk
berkelelasi (Uji multikolinearitas), Kehemogenan ragam residual (Uji
heteroskedastisitas), dan antar residual saling bebas (Uji autokorelas). Dari
asumsi harus diuji untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah
memenuhi asumsi analisis regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu
memenuhi uji asumsi Klasik.
1. Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis
tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika
memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal.
Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat
grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan
distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal
untuk melihat normalitas data adalah dengan melihat normal probability
plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya
dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan juga analisis

kolmogrov-smirnov.

62



2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang
baik semestinya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara
mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan cara
memperhatikan angka Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance.
Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan
nilai VIF lebih dari 0,10 (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan
antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai
tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu
model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot Model dan Uji Gletser.

4. Uji Auto Korelasi
Danang Sunyoto (2016) menjelaskan bahwa persamaan regresi yang baik
adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi
maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai
prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada kolerasi secara linier
antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan

pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan
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bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau
data yang mempunyai seri waktu. Salah satu ukuran dalam menentukan
ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW)
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW< -2).
b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -
2<DW < +2.
c. Terjadi autokorelasi negative jika DW diatas +2 atau DW > +2.
3.2.5.5 Konversi Data
Data yang terkumpul melalui kuesioner adalah data dengan skala ordinal,
sedangkan untuk menganalisis dalam penelitian ini diperlukan data ukuran
skala interval. Dalam proses menaikkan data ordinal menjadi data interval
digunakan metode Successive Interval (MSI) dengan menggunakan program
SPSS dan MS. Excel.
3.2.6 Rancangan Uji Hipotesis
3.2.6.1 Model/Gambar
Untuk memastikan sub-sub variabel perencanaan anggaran (Xi), sumber
daya manusia (X2), pengadaan barang dan jasa (X3), pelaksanaan anggaran
(X4) dan lingkungan birokrasi (Xs) terhadap penyerapan anggaran (Y). maka
dilakukan pengujian dengan uji analisis regresi berganda dengan terlebih
dahulu mengkonversi data skala ordinal menjadi data interval. gambar

analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
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Perencanaan
Anggaran (X1)

B1X1
Kompetensi Sumber
Daya Manusia

B2X>

Pengadaan
Barang dan Jasa

(X3) BsXs
Pelaksanaan BaX4
Anggaran (X4)
_ BsXs
Lingkungan
Birokrasi (X5)
Gambar 3.1

Struktur Analisis Regresi Linier Berganda

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam persamaan berikut:

Y=o+ B1X1 + BzXz + B3X3 + B4X4 + €&

Dimana:

Y

X1

X2

X3

X4

: Penyerapan Anggaran

: Perencanaan Anggaran
: Kompetensi Sumber Daya Manusia
: Pengadaan Barang dan Jasa

: Pelaksanaan Anggaran
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X5 : Lingkungan Birokrasi
Bx : Koefisien Regresi
€  :Standar Eror
3.2.6.2 Langkah — Langkah Pengujian Hipotesis
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan
menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS
for windows sebagai berikut :
1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.
2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis
regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan suatu
alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih
terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan
fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih.
a. Uji Statistik F
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen terikat (Ghozali,
2018). Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi

5% atau 0,05. Apabila nilai F < 0,05 berarti bahwa variabel
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independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
dependen.

b. Uji Statistik t
Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel
dependen (Ghozali, 2018). Jika tingkat signifikansi uji t lebih kecil (<)
dari 5% atau 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan dari
variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

c. Uji Koefisien Determinasi (R?)
Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk memprediksi seberapa
besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Sebaliknya nilai koefisien determinasi yang kecil
menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

3.2.6.3 Sistem Pengolahan Data Dengan Komputer
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perangkat komputer
untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan program software

SPSS versi 24 dengan bantuan program MS. Excel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
Kelembagaan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan
pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tatakelola Badan
Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan salah satu unsur
penunjang pemerintah di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu OPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang memegang
peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, selain
itu Badan Keuangan merupakan salah satu unsur penunjang pemerintah di
daerah. Badan Keuangan sebagai salah satu OPD yang diberikan mandat
sebagai salah satu pelaksanaan bidang penataan keuangan, pendapatan dan
aset daerah dalam hubungannnya dengan terselenggaranya good governance,
berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan
dan akuntabel.
4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Badan keuangan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:
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Tugas dan Fungsi

Sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa Badan Keuangan Kabupaten

Gorontalo Utara selain melaksanakan tugas pokok selaku Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dengan dasar tersebut maka Badan Keuangan

mempunyai tugas pokok:

1.

2.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah

Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah.

Selanjutnya sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara umum

daerah, maka mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1.

2.

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Mengesahkan DPA-SKPD

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah

Melaksanakan pemungutan pajak daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Membantu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD

Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau
menatausahakan investasi

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah

Melaksanakan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah

Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

Melakukan penagihan piutang daerah

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Menyajikan informasi keuangan daerah

Melaksanakan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik

daerah.
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KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN & PENYUSUN UMUM & HIBAH &
PROGRAM KEPEGAWAIAN BANTUAN
BIDANG BIDANG
PENDAPATAN ANGGARAN &
PERBENDAHARAAN
| |
S SEKSI SEKSI SEKSI ‘
PENDAFTARAN/ DATA & PELAPORAN
PENDATAAN & PEMDA HEYGA
PENETAPAN REELIELAT
i BARANG
SEKSI SEKSI SEKSI ‘
PENAGIHAN DATA & PELAPORAN PENYIMPANAN&
SKPD h PEMELIHARAAN
SEKSI SEKSI SEKSI q
PENCATATAN, PENGEMBANGAN PENDATAAN
SISTEM AKUNTANSI

LAPORAN & EVALUASI

R RINA SKPDN

UPTD

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
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4.2 Gambaran Umum Responden

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dalam
penelitian ini terdapat 31 pegawai yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data penelitian
yang dikumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh
responden atau pegawai yang bersangkutan. Kuesioner tersebut dibagikan
dalam 1 hari dan dikumpul dalam jangka waktu 1 minggu. Distribusi
mengenai penyebaran kuesioner dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase
Total Kuesioner yang disebar 31 100%
Jumlah Kuesioner yang kembali 31 100%
Kuesioner yang tidak dapat di olah 0 0
Kuesioner yang dapat digunakan 31 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 31 eksemplar (100%)
kuesioner yang disebarkan pada 31 pegawai yang ada di Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara, terkumpul sebanyak 31 eksemplar atau 100%
kuesioner yang kembali dan sebanyak 39 eksemplar atau 100% kuesioner
yang dapat digunakan dan diolah datanya.

4.2.1 Karakteristik Responden

Sumber data adalah pegawai yang ada di pemerintah daerah kabupaten

gorontalo utara yang masing-masing SKPD terdiri dari 1 orang yang terlibat

langsung dalam proses penyerapan anggaran. Gambaran umum responden
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dibagi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa Kkerja
responden.
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Pria 18 58.06%
2 Wanita 13 41.94%

Jumlah 31 100%

Sumber : Data mentah yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa dari 39 responden yang
merupakan pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 18
orang pegawai atau 58.06% berjenis kelamin pria sedangkan sisanya
sebanyak 13 pegawai atau 41.94% berjenis kelamin wanita.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 S1 21 67.74%
2 S2 10 32.26%

Jumlah 31 100%

Sumber : Data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sebagian besar pegawai
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang menjadi
responden dalam penelitian ini di dominasi tingkat pendidikan S1
sebanyak 21 pegawai atau 67.74% dari jumlah responden. Kemudian
tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 pegawai atau 32.26% dari jumlah

responden.
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 4.4 Masa Kerja Responden

No Lama Bekerja Jumlah Persentase
1 1-3 Tahun 6 19.35%
2 4-5 Tahun 1 3.23%

3 >5 Tahun 24 77.42%
Jumlah 31 100%

Sumber : Data mentah yang diolah, 2021
Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama 1 — 3 tahun
sebanyak 6 pegawai atau 19.35% dari seluruh jumlah pegawai. Sedangkan
pegawai yang bekerja selama 4-5 tahun sebanyak 1 pegawai atau 3.23%
dari seluruh jumlah pegawai dan pegawai yang bekerja selama lebih (>)
dari 5 tahun sebanyak 24 pegawai atau 77.42% dari jumlah seluruh
pegawai.
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian
4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan
sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya akan dilakukan deskripsi
penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-
masing responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian.
Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai
penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak
maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari

data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.
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Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian,
maka deskripsi data dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu, Perencanan
Anggaran (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), Pengadaan Barang
dan Jasa (X3), Pelaksanaan Anggaran (Xa), Lingkungan Birokrasi (Xs) Dan
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y). Hasil perhitungan
statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada
lampiran.

1. Karakteristik Variabel Penelitian
Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat
menjelaskan variabel Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Y). bobot-bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih

dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor

berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi
dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih sedangkan
perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot option dengan
frekuensi. Berikut proses perhitungannya :
Bobot terendah x Item x Jumlah responden :1x1x31=31
Bobot tertinggi x Item x Jumlah responden :5x1x 31 =155

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala

penelitian sebagai berikut :

155-31

Rentang skalanya yaitu 24
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Tabel 4.5 Skala Penelitian Jawaban Responden

No Rentang Kategori

1 31-55 Sangat rendah
2 56- 80 Rendah

3 81 - 105 Sedang

4 106 - 130 Tinggi

5 131 -155 Sangat Tinggi

Sumber : Data mentah yang diolah, 2021

a. Perencanaan Anggaran (X1)

Menurut Herlambang (2013) dalam Haikal (2020) perencanaan adalah

sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah yang berkembang

di masyarakat, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan

menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pelaksanaan anggaran terdiri dari 3 indikator dengan 8

pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan

responden terhadap perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran

Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 3 3 9.7 3 3 9.7 1 1 3.2
2 15 30 48.4 11 22 35.5 10 20 32.3
3 5 15 16.1 10 30 32.3 4 12 12.9
4 5 20 16.1 6 24 194 16 64 51.6
5 3 15 9.7 1 5 3.2 0 0 0
Jumlah 31 83 100 31 84 100 31 97 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
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Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 3 3 9.7 5 5 16.1
2 8 16 25.8 5 10 16.1 8 16 25.8
3 7 21 22.6 22 66 71 17 51 54.8
4 14 56 45.2 0 0 0 0 0 0
5 1 5 3.2 1 5 3.2 1 5 3.2
Jumlah 31 99 100 31 84 100 31 77 100
Keterangan Sedang Sedang Rendah
Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8
Kategori
Resp F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 1 1 3.2
2 6 12 19.4 4 8 12.9
3 9 27 29 24 72 7.4
4 15 60 48.4 0 0 0
5 0 0 0 2 10 6.5
Jumlah 31 100 100 31 91 100
Keterangan Sedang Sedang

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 31 responden yang
diteliti, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
variabel perencanaan anggaran (X1) secara umum berada pada kategori
sedang yaitu pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8. Sedangkan untuk

pernyataan 6 berada pada kategori rendah.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
Mangkunegara (2012) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya
manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian
yang mempengaruhi secara lansung terhadap kinerja. Kompetensi
Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 indikator dengan 12 pernyataan.

Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap
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kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Sumber
Daya Manusia

Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 28 28 90.3 1 1 3.2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 78 83.9 3 9 9.7 24 72 77.4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 20 12.9 0 0 0 6 30 19.4
Jumlah 31 99 100 31 37 100 31 103 100
Keterangan Sedang Sangat Rendah Sedang
Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 25 25 80.6 1 1 3.2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 2 3.2
3 6 18 19.4 29 87 93.5 22 66 71
4 0 0 0 0 0 0 8 32 25.8
5 0 0 0 1 5 3.2 0 0 0
Jumlah 31 43 100 31 93 100 31 100 100
Keterangan Sangat Rendah Sedang Sedang
Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 0 0 0 25 25 80.6 1 1 3.2
2 3 6 9.7 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 6 18 19.4 26 78 83.9
4 24 96 77.4 0 0 0 0 0 0
5 4 20 12.9 0 0 0 4 20 12.9
Jumlah 31 122 100 31 43 100 31 99 100
Keterangan Tinggi Sangat Rendah Sedang
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Bobot Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 23 23 74.2 1 1 3.2 1 1 3.2
2 0 0 0 4 8 12.9 0 0 0
3 8 24 25.8 23 69 74.2 24 72 77.4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 3 15 9.7 6 30 19.4
Jumlah 31 47 100 31 93 100 31 103 100
Keterangan Sangat Rendah Sedang Sedang

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 31 responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item
pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X2)
umumnya berada pada kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 3, 5,
6, 9, 11 dan 12 sementara pernyataan 2, 4, 8 dan 10 berada pada
kategori sangat rendah kemudian pernyataan 7 berada pada kategori
tinggi.
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1
pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah
yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga
satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa. Variabel pengadaan barang dan jasa ini
terdiri dari 7 indikator dengan 20 pernyataan. Dari hasil penelitian
distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap pengadaan barang

dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Barang dan

Jasa
Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 4 4 12.9 7 7 22.6 2 2 6.5
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 78 83.9 21 63 67.7 27 81 87.1
4 0 0 0 3 12 9.7 0 0 0
5 1 5 3.2 0 0 0 2 10 6.5
Jumlah 31 87 100 31 82 100 31 93 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 3 3 9.7 22 22 71
2 5 10 16.1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 27 81 87.1 9 27 29
4 23 92 74.2 0 0 0 0 0 0
5 2 10 6.5 1 5 3.2 0 0 0
Jumlah 31 113 100 31 89 100 31 49 100
Keterangan Tinggi Sedang Sangat Rendah
Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 0 0 0 1 1 3.2 1 1 3.2
2 1 2 3.2 0 0 0 0 0 0
3 25 75 83.9 24 72 77.4 21 63 67.7
4 0 0 0 0 0 0 9 36 29
5 5 25 16.1 6 30 19.4 0 0 0
Jumlah 31 102 100 31 103 100 31 100 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
Bobot Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 3 3 9.7 1 1 3.2
2 0 0 0 0 0 0 3 6 9.7
3 23 69 74.2 23 69 74.2 23 69 74.2
4 0 0 0 5 20 16.1 0 0 0
5 7 35 22.6 0 0 0 4 20 12.9
Jumlah 31 105 100 31 92 100 31 96 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
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Bobot Pernyataan 13 Pernyataan 14 Pernyataan 15
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 24 24 77.4 22 22 71
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 23 69 74.2 7 21 22.6 9 27 29
4 7 28 22.6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 98 100 31 45 100 31 49 100
Keterangan Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah
Bobot Pernyataan 16 Pernyataan 17 Pernyataan 18
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 21 21 67.7 24 24 77.4 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 4 6.5
3 10 30 32.2 7 21 22.6 22 66 71
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 7 35 22.6
Jumlah 31 51 100 31 45 100 31 105 100
Keterangan Sangat Rendah Sangat Rendah Sedang
Bobot Pernyataan 19 Pernyataan 20
Kategori
Resp F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 17 51 54.8 22 66 71
4 13 52 41.9 0 0 0
5 0 0 0 9 45 29
Jumlah 31 104 100 31 111 100
Keterangan Sedang Tinggi

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui bahwa dari 31 responden

yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item

pernyataan pada variabel pengadaan barang dan jasa (X3) berada pada

kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 2, 3, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

18 dan 19
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tinggi. Kemudian pernyataan 6, 14, 15, 16 dan 17 berada pada ketegori

sangat rendah.

Pelaksanaan Anggaran (Xa)

Pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk

merealisasikan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan

dan ditetapkan sebelumnya. Variabel pelaksanaan anggaran ini terdiri

dari 3 indikator dengan 10 pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi

frekuensi tanggapan responden terhadap pelaksanaan anggaran dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Anggaran

Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 2 2 6.5 12 12 38.7 1 1 3.2
2 12 24 38.7 15 30 48.4 9 18 29
3 11 33 35.5 4 12 12.9 15 45 48.4
4 6 24 19.4 0 0 0 6 24 19.4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 83 100 31 54 100 31 88 100
Keterangan Sedang Sangat Rendah Sedang
Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 16 16 51.6 1 1 3.2
2 8 16 25.8 11 22 35.5 0 0 0
3 15 45 48.4 4 12 12.9 13 39 41.9
4 7 28 22.6 0 0 0 10 40 32.3
5 0 0 0 0 0 0 7 35 22.6
Jumlah 31 90 100 31 50 100 31 115 100
Keterangan Sedang Sangat Rendah Tinggi
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Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 10 10 32.3 13 13 41.9 2 2 6.5
2 12 24 38.7 13 26 41.9 17 34 54.8
3 9 27 29 5 15 16.1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 9 36 29
5 0 0 0 0 0 0 3 15 9.7
Jumlah 31 61 100 31 54 100 31 87 100
Keterangan Rendah Sangat Rendah Sedang
Bobot Pernyataan 10
Kategori
Resp F Skor %
1 11 11 35.5
2 12 24 38.7
3 8 24 25.8
4 0 0 0
5 0 0 0
Jumlah 31 59 100
Keterangan Rendah

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 31 responden yang
diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan
pada variabel pelaksanaan anggaran (X4) umumnya berada pada
kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 3, 4 dan 9 sedangkan persepsi
dengan kategori rendah berada pada pernyataan 7 dan 10, selanjutnya
untuk kategori tinggi berada pada pernyataan 6 kemudian untuk
kategori sangat rendah berada pada pernyataan 2, 5 dan 8.
Lingkungan Birokrasi (Xs)
Lingkungan birokrasi adalah keadaan atau kondisi yang ada di dalam
organisasi pemerintahan dengan seperangkat aturan dan prosedur yang
ditata untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Variabel lingkungan

birokrasi terdiri dari 3 indikator dengan 14 pernyataan. Dari hasil
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penelitian

lingkungan birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

distribusi

frekuensi

tanggapan

responden

terhadap

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan Birokrasi

Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 14 14 45.2 3 3 9.7 4 4 12.9
2 10 20 32.3 11 22 35.5 9 18 29
3 6 18 19.4 17 51 54.8 15 45 48.4
4 1 4 3.2 0 0 0 3 12 9.7
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 56 100 31 76 100 31 79 100
Keterangan Rendah Rendah Rendah
Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 5 5 16.1 1 1 3.2 8 8 25.8
2 11 22 35.5 8 16 25.8 16 32 51.6
3 14 42 45.2 10 30 32.3 7 21 22.6
4 0 0 0 12 48 38.7 0 0 0
5 1 5 3.2 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 74 100 31 95 100 31 61 100
Keterangan Rendah Sedang Rendah
Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 14 14 45.2 5 5 16.1 8 8 25.8
2 10 20 32.3 11 22 35.5 16 32 51.6
3 6 18 19.4 14 42 45.2 7 21 22.6
4 1 4 3.2 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 5 3.2 0 0 0
Jumlah 31 56 100 31 74 100 31 61 100
Keterangan Rendah Rendah Rendah
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Bobot Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 4 4 12.9 14 14 45.2 7 7 22.6
2 12 24 38.7 10 20 32.3 14 28 45.2
3 0 0 0 6 18 19.4 10 30 32.3
4 15 60 48.4 1 4 3.2 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 88 100 31 56 100 31 65 100
Keterangan Sedang Rendah Rendah
Bobot Pernyataan 13 Pernyataan 14
Kategori
Resp F Skor % F Skor %
1 1 1 3.2 4 4 12.9
2 8 16 25.8 9 18 29
3 10 30 32.3 15 45 48.4
4 12 48 38.7 3 12 9.7
5 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 95 100 31 79 100
Keterangan Sedang Rendah

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 31
responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap
item-item pernyataan pada variabel lingkungan birokrasi (Xs)
umumnya berada pada kategori rendah yaitu pada pernyataan 1, 2, 3,
4,6,7,8,9, 11, 12 dan 14. Sedangkan pada kategori sedang terdapat
pada pernyataan 5, 10, dan 13.
Penyerapan Anggaran (Y)
Penyerapan anggaran adalah bagian dari siklus anggaran yang berawal
dari proses perencanaan, tahapan penetapan dan pengesahan anggaran
oleh DPRD penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan
pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran

terdiri dari 4 indikator dengan 11 pernyataan. Dari hasil penelitian
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distribusi

frekuensi

tanggapan

responden

anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

terhadap penyerapan

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Penyerapan

Anggaran
Bobot Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 2 2 6.5 1 1 3.2 1 1 3.2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 24 72 77.4 27 81 87.1 25 75 80.6
4 5 20 16.1 0 0 0 5 20 16.1
5 0 0 0 3 15 9.7 0 0 0
Jumlah 31 94 100 31 97 100 31 96 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
Bobot Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 2 2 6.5 1 1 3.2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 78 83.9 20 60 64.5 24 72 77.4
4 0 0 0 10 40 32.3 0 0 0
5 3 15 9.7 0 0 0 7 35 22.6
Jumlah 31 95 100 31 101 100 31 107 100
Keterangan Sedang Sedang Tinggi
Bobot Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9
Kategori
Resp F Skor % F Skor % F Skor %
1 6 6 19.4 1 1 3.2 1 1 3.2
2 0 0 0 0 0 0 2 4 6.5
3 23 69 74.2 24 72 77.4 25 75 80.6
4 2 8 6.5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 6 30 19.4 3 15 9.7
Jumlah 31 83 100 31 103 100 31 95 100
Keterangan Sedang Sedang Sedang
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Bobot Pernyataan 10 Pernyataan 11
Kategori
Resp F Skor % F Skor %
1 2 2 6.5 21 21 67.7
2 0 0 0 0 0 0
3 18 54 58.1 10 30 32.3
4 11 44 35.5 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
Jumlah 31 100 100 31 51 100
Keterangan Sedang Sangat Rendah

Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa dari 31
responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap
item-item pernyataan pada variabel penyerapan anggaran (Y)
umumnya berada pada kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 2, 3,
4,5, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat pada
pernyataan 6, selanjutnya untuk kategori sangat rendah berada pada
pernyataan 11.
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data
1. Hasil Uji Validitas
Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan
cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing
variabel menggunakan pearson correlation. Butir pernyataan dikatakan
valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.
a. Variabel Perencanaan Anggaran
Hasil pengujian validitas variabel perencanaan anggaran (Xi)
dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel

berikut ini :
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Tabel 4.12 Uji Validitas Perencanaan Anggaran

Kulgig]ner Klggﬁgllzlsein Sig (2-Tailed) | Keterangan
X1.1 0.739** 0.000 VALID
X1.2 0.816** 0.000 VALID
X1.3 0.667** 0.000 VALID
X1.4 0.838** 0.000 VALID
X1.5 0.530** 0.002 VALID
X1.6 0.696** 0.000 VALID
X1.7 0.739** 0.000 VALID
X1.8 0.389* 0.031 VALID

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui bahwa dari 8 item
pernyataan dalam kueisoner seluruh item pernyataan memiliki
koefisien korelasi positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil
(<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item
pernyataan dalam penelitian tersebut valid.

b. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil pengujian validitas variabel kompetensi sumber daya
manusia (X2) dengan menggunakan koefisien Kkorelasi pearson
diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kuletse}?ner Klggﬁg'lsalgn Sig (2-Tailed) | Keterangan
X2.1 0.598** 0.000 VALID
X2.2 0.648** 0.000 VALID
X2.3 0.820** 0.000 VALID
X2.4 0.706** 0.000 VALID
X2.5 0.525** 0.002 VALID
X2.6 0.629** 0.000 VALID
X2.7 0.653** 0.000 VALID
X2.8 0.633** 0.000 VALID
X2.9 0.784** 0.000 VALID
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X2.10 0.676** 0.000 VALID

X2.11 0.588** 0.001 VALID

X2.12 0.820** 0.000 VALID
Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa dari 12 item
pernyataan dalam Kkuesioner, seluruh item pernyataan tersebut
memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan mempunyai nilai
signifikansi yang lebih kecil (<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian tersebut valid.

. Variabel Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pengujian validitas variabel pengadaan barang dan jasa (X3)
dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan pada
tabel berikut :

Tabel 4.14 Uji Validitas Pengadaan Barang dan Jasa

Kugsfei?ner Klggﬁg'lzlgn Sig (2-Tailed) | Keterangan
X3.1 0.532** 0.002 VALID
X3.2 0.437* 0.014 VALID
X3.3 0.486** 0.006 VALID
X3.4 0.512** 0.003 VALID
X3.5 0.498** 0.004 VALID
X3.6 0.847** 0.000 VALID
X3.7 0.661** 0.000 VALID
X3.8 0.663** 0.000 VALID
X3.9 0.683** 0.000 VALID
X3.10 0.769** 0.000 VALID
X3.11 0.709** 0.000 VALID
X3.12 0.421* 0.018 VALID
X3.13 0.776** 0.000 VALID
X3.14 0.773** 0.000 VALID
X3.15 0.863** 0.000 VALID
X3.16 0.679** 0.000 VALID
X3.17 0.715** 0.000 VALID
X3.18 0.756** 0.000 VALID
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X3.19 0.847** 0.000 VALID
X3.20 0.847** 0.000 VALID
Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa dari 20 item
pernyataan kuesioner seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien
korelasi bernilai positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil
(<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item
pernyataan kuesioner dalam penelitian ini valid.

. Variabel Pelaksanaan Anggaran

Hasil pengujian validitas variabel pelaksanaan anggaran (Xa)
dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.15 Uji Validitas Pelaksanaan Anggaran

Kug[:ir(;]ner Klggﬁgllzlsin Sig (2-Tailed) | Keterangan
X4.1 0.927** 0.000 VALID
X4.2 0.904** 0.000 VALID
X4.3 0.907** 0.000 VALID
X4.4 0.811** 0.000 VALID
X4.5 0.882** 0.000 VALID
X4.6 0.882** 0.000 VALID
X4.7 0.813** 0.000 VALID
X4.8 0.855** 0.000 VALID
X4.9 0.772** 0.000 VALID
X4.10 0.798** 0.000 VALID

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui bahwa dari 10 item
pernyataan dalam kuesioner yang digunakan, seluruh item pernyataan
memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan memiliki nilai

signifikansi lebih kecil (<) dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan
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bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini
valid.
e. Variabel Lingkungan Birokrasi
Hasil pengujian validitas variabel lingkungan birokrasi (Xs)
dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.16 Uji Validitas Lingkungan Birokrasi

Kulét;?ner K|28?£=;|;n Sig (2-Tailed) | Keterangan
X5.1 0.610** 0.000 VALID
X5.2 0.519** 0.003 VALID
X5.3 0.591** 0.000 VALID
X5.4 0.741** 0.000 VALID
X5.5 0.688** 0.000 VALID
X5.6 0.878** 0.000 VALID
X5.7 0.599** 0.000 VALID
X5.8 0.741** 0.000 VALID
X5.9 0.878** 0.000 VALID
X5.10 0.564** 0.001 VALID
X5.11 0.610** 0.000 VALID
X5.12 0.782** 0.000 VALID
X5.13 0.688** 0.000 VALID
X5.14 0.589** 0.000 VALID

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 diatas diketahui bahwa dari 14 item
pernyataan dalam kuesioner yang digunakan, seluruh item pernyataan
memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan memiliki nilai
signifikansi lebih kecil (<) dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini

valid.
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f. Variabel Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian validitas variabel penyerapan anggaran (YY) dengan
menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan dalam tabel
berikut ini :

Tabel 4.17 Uji Validitas Penyerapan Anggaran

Kulé[;rc?ner Klggﬁgllzlsein Sig (2-Tailed) | Keterangan
Y1.1 0.702** 0.000 VALID
Y1.2 0.729** 0.000 VALID
Y1.3 0.795** 0.000 VALID
Y1.4 0.510** 0.003 VALID
Y1.5 0.589** 0.000 VALID
Y1.6 0.838** 0.000 VALID
Y1.7 0.448* 0.012 VALID
Y1.8 0.839** 0.000 VALID
Y1.9 0.558** 0.001 VALID
Y1.10 0.711** 0.000 VALID
Y1.11 0.714** 0.000 VALID

Sumber : data mentah yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.17 diatas diketahui bahwa dari 11 item
pernyataan dalam kuesioner yang digunakan, seluruh item pernyataan
memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan memiliki nilai
signifikansi lebih kecil (<) dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini
valid.
2. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk
menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang

diberikan menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan
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signifikan yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian

reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Kg\elgzgzn Al\\: gﬁla Keterangan
1 | Perencanaan Anggaran 0.769 0.6 Reliabel
2 | Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.763 0.6 Reliabel
3 | Pengadaan Barang dan Jasa 0.760 0.6 Reliabel
4 | Pelaksanaan Anggaran 0.787 0.6 Reliabel
5 | Lingkungan Birokrasi 0.761 0.6 Reliabel
6 | Penyerapan Anggaran 0.763 0.6 Reliabel

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.18 diatas diketahui bahwa variabel Perencanaan
Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Dan
Jasa, Pelaksanaan Anggaran, Lingkungan Birokrasi Dan Penyerapan
Anggaran mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini
menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam penelitian
ini bersifat reliable. Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan
akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan
diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan
jawaban sebelumnya.
. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan
kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan
dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Melakukan uji asumsi klasik
sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus

dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik
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ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai

reaksi yang beragam.

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam

sebuah model regresi error yang dihasilkan mempunyai distribusi

normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data

digunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standardized

Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Expected Cum Prob

Dependent Variable: TY
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Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat titik-titik menyebar di

sekitar garis diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis
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diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai
karena memenuhi asumsi normalitas.

Distribusi normal dalam penelitian ini selain menggunakan grafik
normal P-P Plot of Regression Standardized Residual juga dapat
dideteksi dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik
Kolmogrov-Smirnov (K-S) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 31

Normal Parameters®*® | Mean .0000000
Std. .06468647
Deviation

Most Extreme Absolute 144

Differences Positive 134
Negative -.144

Test Statistic 144

Asymp. Sig. (2-tailed) .100°

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Dari tabel 4.19 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi dari hasil
uji kolmogrov-smirnov sebesar 0.100 atau lebih besar (>) dari 0.05,
maka diasumsikan bahwa normalitas terpenuhi.
. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya
korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu
model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara

variabel-variabel independennya maka hubungan antara variabel
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independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk
menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai
VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan
nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan
terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo, dkk. 2013). Hasil pengujian
multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas

Correlations
Model Tolerance VIF
1 (Constan
t)
TPA 0.675 1.481
TSDM 0.594 1.683
TPBJ 0.538 1.859
TPLA 0.409 2.447
TLB 0.375 2.669
a. Dependent Variable : TY

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.20 diatas terlihat bahwa variabel perencanaan
anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan
jasa, pelaksanaan anggaran, dan lingkungan birokrasi memiliki nilai
tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam
model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas
sehingga data dapat digunakan dalam penelitian.
. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan yang lain.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Scatter
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Plot dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara
acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya
berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil

pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Scatterplot
Dependent Variable: TY

Regression Studentized Residual
T
Q
&§
o

T T T T T T
-2 -1 o 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa
data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang
jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga
model regresi layak digunakan untuk memprediksi keputusan
pengungkapan kecurangan dengan variabel yang mempengaruhinya
yaitu perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia,
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan

birokrasi.
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Selain menggunakan scatterplot uji heteroskedastisitas juga dapat
dianalisis menggunakan uji gletser. Uji gletser dilihat dengan cara
menggunakan regresi nilai absolute residual terhadap variabel
independen lainnya. Hasil dari uji gletser pada penelitian ini dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) -.299 234 -1.277 213
TPA -.071 .066 -.189 -1.066 297
TSDM -.152 .105 -.289 -1.453 .159
TPBJ .330 .092 .746 3.603 .058
TPLA .055 .064 .200 .865 .395
TLB .006 .081 .019 074 942

a. Dependent Variable: Abs RES1
Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan data hasil uji gletser diatas dapat diartikan bahwa di
dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nilai
signifikansi (p-value) variabel perencanaan anggaran sebesar 0.297,
kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.159, pengadaan barang
dan jasa sebesar 0.058, pelaksanaan anggaran sebesar 0.395 dan
lingkungan birokrasi sebesar 0.942. Hasil tersebut dengan jelas
menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS-
Res, hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya yang

diatas 0,05 atau 5%.
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d. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem
autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji
statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) ini mempunyai masalah
mendasar yaitu tidak diketahuinya secara tepat mengenai distribusi
dari statistik itu sendiri. Selanjutnya adalah membandingkan dengan
tabel DW. Tabel DW terdiri dari atas dua nilai yaitu batas bawah (dI)
dan batas atas (du). Hasil uji Durbin Watson (DW test) dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22 Hasil Uji Autokorelasi-Durbin Watson

Model Summary®

Change Statistics
Model df2 Sig. F Change Durbin-Watson
1 25 .000 1.840

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Dari output SPSS diatas diketahui bahwa :

e Uji Statistik

DW :1.840

dl : 1.0904
du : 1.8252
(4-dl) : 2.9096
(4-du) :2.1748
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Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin

Watson pada tabel 4.22 didapatkan nilai DW sebesar 1.840 yang

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat

autokorelasi karena nilai DW berada pada daerah B yaitu antara nilai

dU (1.8252) dan nilai 4-dU (2.1748). sehingga asumsi autokorelasi

telah terpenuhi.
4.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara

keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik maka

tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi

berganda.
Tabel 4.23 Model Persamaan Regresi
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 14,751 7.889 1.870 0.073
TPA 310 178 .260 1.742 .094
TSDM .164 163 161 1.009 .323
TPBJ .255 .093 .460 2.746 .011
TPLA -.068 146 -.089 -.465 .646
TLB -.185 138 -.269 -1.342 192
a. Dependent Variable: TY

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk

pada uji regresi ini adalah :

Y =14.751 + 0.310X; + 0.164X;, + 0.255X5 — 0.068X, — 0.185Xs + 0.718

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
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1. Nilai konstanta adalah 14.751 ini menunjukkan bahwa jika variabel
independen (perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia,
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan
birokrasi) bernilai (0) maka nilai variabel dependen (penyerapan
anggaran) sebesar 14.751 satuan.

2. Koefisien regresi perencanaan anggaran (b:) adalah 0.310 dan bertanda
positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar
0.310 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan
variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara perencanaan
anggaran dengan variabel penyerapan anggaran (Y). semakin baik
perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin baik.

3. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (b2) adalah 0.164
dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami
kenaikan sebesar 0.164 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu
satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien
bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara
kompetensi sumber daya manusia dengan variabel penyerapan anggaran
(Y). semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia seorang pegawai
maka penyerapan anggaran akan semakin baik.

4. Koefisien regresi pengadaan barang dan jasa (bs) adalah 0.255 dan
bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami

kenaikan sebesar 0.255 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu
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satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien
bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara
pengadaan barang dan jasa (X3) dengan penyerapan anggaran ().
semakin baik pengadaan barang dan jasa maka semakin baik penyerapan
anggaran.

5. Koefisien regresi pelaksanaan anggaran (bs) adalah 0.068 dan bertanda
negatif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami penurunan
sebesar 0.068 jika nilai variabel X4 mengalami penurunan satu satuan
dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda
negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara
pelaksanaan anggaran (Xs) dengan penyerapan anggaran (Y). semakin
baik pelaksanaan anggaran maka semakin kurang penyerapan anggaran.

6. Koefisien regresi lingkungan birokrasi (bs) adalah 0.185 dan bertanda
negatif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami penurunan
sebesar 0.185 jika nilai variabel Xs mengalami penurunan satu satuan
dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda
negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara
lingkungan birokrasi (Xs) dengan penyerapan anggaran (Y). semakin
baik lingkungan birokrasi maka semakin kurang penyerapan anggaran.

2. Uji R? (Koefisien Determinasi)
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
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Tabel 4.24 Hasil Uji R?

Model Summary®

Mode Adjusted R
I R R Square Square Std. Error of the Estimate
1 .789% 623 548 3.900

a. Predictors: (Constant), TLB, TPA, TSDM, TPBJ, TPLA
b. Dependent Variable: TY
Sumber : Data mentah yang diolah, 2021

Dari tabel 4.24 diatas dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0.789 yang
menunjukkan bahwa hubungan antara penyerapan anggaran dengan kelima
variabel independennya sangat kuat karena berada pada angka 0.7,
sedangkan nilai R Square sebesar 0.623 atau 62.3% ini menunjukkan
bahwa variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel
perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan
barang dan jasa, pelaksanaan anggaran, dan lingkungan birokrasi sebesar
62.3% sedangkan sisanya sebesar 37.7% dapat dijelaskan dengan variabel

lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

3. Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F
yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai

signifikan yang digunakan yaitu pada level a = 0,05 (5%).
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Tabel 4.25 Hasil Uji F

ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 628.430 5 125.686 8.264 .000P
Residual 380.200 25 15.208
Total 1008.63 30
0

Sumber : data mentah yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.25 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar (8.264)
dan nilai F tabel (0.221) atau F hitung > F tabel (8.264 > 0.221), dengan
demikian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan anova
sig sebesar 0.000 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen
(perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan
barang dan jasa, pelaksanaan anggaran, dan lingkungan birokrasi)
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran).
Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat
digunakan untuk menjelaskan He diterima sehingga dapat dikatakan bahwa
Pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia,
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan birokrasi
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan

anggaran.
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4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t
yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, jika nilai signifikansi < dari
0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai
pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.23 secara parsial dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel perencanaan
anggaran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.094 yaitu lebih besar
dari 0.05, hal ini berarti H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa
perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan
anggaran. Nilai t yang bernilai 1.742 menunjukkan pengaruh yang
diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

2. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kompetensi
sumber daya manusia memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.323 yaitu
lebih besar dari 0.05, hal ini berarti H2 ditolak sehingga dapat dikatakan
bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan
terhadap penyerapan anggaran. Nilai t yang bernilai 1.009 menunjukkan
pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

3. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pengadaan
barang dan jasa memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.011 yaitu lebih

kecil dari 0.05, hal ini berarti Hs diterima sehingga dapat dikatakan
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bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Nilai t yang bernilai 2.746 menunjukkan pengaruh
yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

4. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan
anggaran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.646 yaitu lebih besar
dari 0.05, hal ini berarti H4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa
pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan
anggaran. Nilai t yang bernilai -.465 menunjukkan pengaruh yang
diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

5. Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel lingkungan
birokrasi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.192 yaitu lebih besar
dari 0.05, hal ini berarti Hs ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa
lingkungan birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan
anggaran. Nilai t yang bernilai -1.342 menunjukkan pengaruh yang
diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

4.5 Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Secara Parsial Terhadap Penyerapan
Anggaran
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel perencanaan anggaran
secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan
anggaran. Pada dasarnya anggaran sektor publik merupakan alat koordinasi
antar bagian di dalam pemerintahan atau biasa disebut dengan dokumen

politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas
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penggunaan dana publik. Anggaran sektor publik ini dibuat untuk membantu
menentukan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus merupakan alat kontrol
untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional
pemerintah. Anggaran sektor publik ini merupakan bentuk pertanggung
jawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang
segala aktivitas dan juga kegiatan organisasi kepada bawahannya atau
merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang
publik.

Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting
dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran
dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012).
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan
sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk
menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka
waktu tertentu. Perencanaan anggaran merupakan sub sistem perencanaan
strategis yang secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran Kinerja
yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran
kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu
strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan. Di
dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat

menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke
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dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan rencana
kerja tahunan pemerintah daerah (Latif dkk, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa
pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, perencanaan anggaran
tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Padahal jika
ditinjau secara teori, perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang besar
terhadap penyerapan anggaran. Ada beberapa faktor dalam perencanaan
anggaran yang dapat menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran.
Salah satunya adalah adanya intervensi yang kuat pada saat proses
penyusunan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan terutama
berkaitan dengan peningkatan pembangunan di semua sektor dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan ini tentunya diawali
dengan perencanaan yang didasari oleh pedoman-pedoman yang ada
termasuk rencana strategis yang telah disusun dalam jangka waktu 5 tahun
ke depan tanpa mengesampingkan isu-isu stratehis yang ada selama masih
berkaitan dan mempunyai output yang jelas. Akan sangat selaras ketika
semua bisa mengacu pada pedoman yang ada dan akan sangat mudah
nantinya dalam proses monitoring dan evaluasi. Namun jika perencanaan
keluar dari pedoman-pedoman strategis yang telah ditetapkan maka daerah
akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan program dan
kegiatan satu tahun ke depan.

Selain faktor adanya intervensi yang kuat, kurangnya koordinasi antar

SKPD juga dapat mempengaruhi terjadinya masalah di dalam penganggaran
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misalnya alokasi anggaran menjadi double account atau tumpang tindih
dengan program dan kegiatan yang sama pada SKPD yang berbeda. Hal ini
sering terjadi karena adanya egosektoral yang masih sering terjadi pada
masing-masing SKPD. Keterpaduan, konsistensi dan juga sinkronisasi tidak
hanya antara aspek perencanaan dengan penganggaran saja tetapi juga antar
SKPD. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan karena target
capaian program dan target hasil (outcome) sebuah kegiatan dan visi daerah
dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Rifai (2016) dan Halim (2018) yang menunjukkan bahwa perencanaan
anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan
hasil penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2016)
menjelaskan bahwa faktor perencanaan merupakan faktor yang paling
dominan dalam kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran belanja.

4.5.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial Terhadap
Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel
kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan anggaran. Keberhasilan suatu organisasi dalam
mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber
daya manusia yang berada di dalamnya. Dalam organisasi sektor publik,
peran sumber daya manusia (SDM) lebih ditekankan pada kemampuan

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga organisasi
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tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata
masyarakat. oleh karenanya, kompetensi sumber daya manusia pada setiap
level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf
pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa
kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan.
Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat
kinerja yang diharapkan untuk kategori baik/rata-rata. Penentuan ambang
kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses
seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pemgembangan sumber
daya manusia (SDM). Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja
dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan
mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir
kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui
bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara.
Tidak berpengaruhnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyerapan
anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya faktor team
work dan komitmen. Secara normative, perencanaan dan penganggaran

harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain. Hal ini harus dilakukan
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karena penganggaran merupakan media untuk mewujudkan target-target
kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan yang baik, SKPD cenderung
tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara
pada inefisiensi dan inefektifitas.

Saat penyusunan perencanaan, pimpinan terkadang hanya melibatkan
segelintir pegawai saja, sementara perencanaan prigram dan kegiatan adalah
atas nama organisasi sehingga akan lebih baik apabila keseluruhan proses
penganggaran mulai dari awal perencanaan sampai pada kegiatan
monitoring dan evaluasi terakhir melibatkan seluruh pegawai sebagai team
work dalam rangka mencapai tujuan akhir yang akan dicapai organisasi.
Selain itu, pada penyusunan APBD, pihak-pihak yang terlibat hendaknya
memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD
secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan
dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi
pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas
visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD.
Selain itu melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi
pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan
APBD yang lebih baik, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Sebagai salah satu faktor yang sangat penting, perencanaan sumber daya
manusia sangat diperlukan karena kebutuhan akan ketersediaan sumber daya

manusia yang berkompeten sangat tinggi. Tujuan dilaksanakan perencanaan
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sumber daya manusia antara lain untuk menentukan kualitas dan kuantitas
pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk
menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga
setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, untuk mengurangi terjadinya
mis manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, untuk
mempermudah  koordinasi, integrasi dan  singkronisasi  sehingga
produktivitas kerja meningkat, untuk menghindari kekurangan dan atau
kelebihan pegawai, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program
penarikan,  seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan, kedisplinan dan pemberhentian pegawai serta agar menjadi
pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertical atau horizontal) dan pension
pegawai menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia tidak
mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan peneliti, hasil penelitian yang dilakukan oleh
Anfujatin (2016) menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi
penyerapan anggaran.

4.5.3 Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Secara Parsial Terhadap
Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel

pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal
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dengan istilah lelang banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun
sektor swasta. Sukadi (2012) pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan
signifikan terhadapan penyerapan anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk
memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Dalam menentukan HPS khususnya dalam menentukan bangunan fisik,
memang diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Untuk pegawai
administrasi memang sudah berkompoten untuk menntukan HPS. Lain
halnya mereka yang berpengalaman dan bekerja dalam bidang konstruksi.
HPS diperlukan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran
barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang
wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan
sesuai dengan ketentuan kontrak. Teknik penyusunan HPS dibuat
berdasarkan survey pasar, data kontrak masa lalu, perhitungan harga satuan
dan refrensi harga-harga lain. Untuk membuat HPS yang berkualitas
diperlukan SDM pembuat HPS yang professional dan untuk menciptakan
tenaga yang professional sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan (diklat)
serta pengalaman yang dimiliki oleh pegawai untuk mendapatkan transfer of
knowledge mengenai bagaimana membuat HPS yang berkualitas khususnya
bagi satker-satker.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa

pengadaan barang dan jasa sangat berperan penting dalam penyerapan
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anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
ketentuan persyaratan yang berlaku pada alur proses tender pengadaan
barang dan jasa seperti PPK (pejabat pembuat komitmen) mengirimkan
intruksi/permitaan proses tender ke kepada ULP dengan mingimput
dokumen persiapan serta mengintruksikan kepada Pokja/kelompok
pemilihan untuk melakukan proses tender. Tentunya ini dilaksanakan
dengan cara transparan dan bertanggungjawab yakni pelaksanaan di
umumkan secara online. Oleh karena itu proses pengadaan barang dan jasa
dibutuhkan sumber daya manusia yang professional dan dapat diandalkan
untuk mereka yang duduk sebagai tim pengelola keuangan. Penyusunan
HPS (harga perkiraan sendiri) dapat dilakukan dengan melakukan survey
pasar, menggunakan data data kontrak tahun sebelumnya atau menggunakan
referensi lain seperti harga satuan/standar biaya yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah terkait.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka
Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa
pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang
dilakukan oleh Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa faktor pengadaan
barang dan jasa tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Tahapan pengadaan barang dan jasa yang banyak membutuhkan waktu
yang panjang untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja,
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khususnya untuk belanja barang dan jasa. Jika tahapan ini tidak
dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa penyerapan anggaran
belanja akan mengalami keterlambatan yang berakibat pada terhambatnya
peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4.5.4 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Secara Parsial Terhadap Penyerapan
Anggaran
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel
pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan
anggaran baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Pelakasanaan anggaran tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran
sudah dilaksanakan dengan baik (Miliasih, 2021). Pelaksanaan anggaran
merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah
disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai
dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik.
Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa kualitas DPA merupakan tingkat
seberapa baiknya perencanaan DPA dibuat untuk digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran (Suwito, 2017). Kualitas DPA berkaitan erat dengan
perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang tidak matang akan
berdampak terhadap kualutas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) karena

DPA sendiri merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang tertuang
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dalam rencana kerja anggaran (RKA). Ketidaktepatan dalam perencanaan
atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap
DPA. Revisi DPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena
jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur
dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada
akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program
belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana sumber daya digunakan
untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi
dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan
dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik
dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan
awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses
pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang
menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan
yang baik sekalipun akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga
dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran. Tentu
saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang
konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari
terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak
berpengaruh negative signifikan terhadap penyerapan anggaran di

Kabupaten Gorontalo Utara salah satunya adalah karena adanya kemampuan
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untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan
kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran ini
melibatkan  lebih  banyak orang dari pada persiapannya dan
mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh
karena itu, pelaksanaan anggaran harus mampu menjamin bahwa anggaran
akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam
aspek keuangan maupun kebijakan, menyesuaikan pelaksanaan anggaran
dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, memutuskan adanya
masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, menangani pembelian dan
penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan
anggaran ini harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran
dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan
yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran
serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. Pelaksanaan anggaran
yang baik adalah pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan
efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain seperti
kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran
dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan Kkegiatan serta
efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal pelaksanaan anggaran sehingga
menjadi tidak tepat waktu yaitu adanya penetapan Perda APBD yang

terlambat sehingga menyebabkan terlambatnya pelaksanaan anggaran,
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kemudian terjadinya gagal lelang sehingga pemda harus mengulang proses
lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan
pencapaian output serta belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan
seperti misalnya dalam hal pembebasan tanah dan lain-lain.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Sukadi (2012) yang membuktikan bahwa pelaksanaan
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

455 Pengaruh Lingkungan Birokrasi Secara Parsial Terhadap
Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel
lingkungan birokrasi tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat
untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tjuan atau sasaran tertentu. Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah
daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidaknya kegiatan
mereka. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan
kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak
mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.

Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan
anggaran. Semakin baik koordinasi dalam implementasi antara penerima
amanah dan pemberi amanah akan semakin memudahkan pemegang amanah
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di organisasi perangkat

daerah sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan.
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Eksistensi birokrasi sebagai suatu organisasi memang tidak dapat
dipisahkan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa
lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi
tidak saja meliputi kondisi fisik yang sifatnya kasat mata, melainkan hal-hal
yang tidak secara eksplisit terlihat akan tetapi juga mempengaruhi kondisi
lingkungan internal seperti budaya kerja, kebiasaan-kebiasaan pegawai,
perilaku organisasi, sistem dikresi dan lain sebagainya. Kondisi internal
pegawai tersebut senantiasa berubah dan berkembang, sehingga menuntut
sebuah pembelajaran yang sesuai agar permasalahan-permasalahan yang
muncul dapat diantisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Keuangan
Kabupaten Gorontalo Utara diketahui bahwa lingkungan birokrasi yang
tidak sehat menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.
Ada beberapa contoh lingkungan birokrasi yang tidak sehat dalam
penyerapan anggaran misalnya dengan adanya intervensi hak budget DPRD
yang terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-
kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan
dalam musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses musrenbang yang
tidak match misalnya musrenbang sudah dilakukan baru DPRD melakukan
reses akibatnya banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah
hasil musrenbang.

Intervensi legislative ini kemungkinan didasari motif politis yakni

kepentingan untuk mencari dukungan konstituen sehingga anggota DPRD
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berperan seperti sinterklas yang membagi-bagi proyek. Selain itu ada
kemungkinan juga didasari motif ekonimis yakni membuat proyek untuk
mendapatkan tambahan income bagi pribadi atau kelompoknya dengan
mengharap bisa intervensi dalam aspek pengadaan barang atau pelaksanaan
kegiatan. Intervensi hak budget ini juga seringkali mengakibatkan
pembahasan RAPBD memakan waktu yang panjang untuk negosiasi antara
eksekutif dan legislative. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk
menjinakkan hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi
tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran bantuan sosial ataupun
pemberian dana aspirasi yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara
fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat.

Beberapa faktor-faktor intervensi hak budget DPRD yang dapat menjadi
penghambat dalam penyusunan APBD misalnya seperti usulan dari DPRD
yang terkadang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang), adanya unsur politis dalam
rangka mewujudkan kepentingan tertentu, adanya motif pada saat
pelaksanaan proyek dilapangan dalam rangka mencari keuntungan pribadi
dan adanya istilah bagi-bagi proyek kepada oknum anggota DPRD atau
pejabat daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ndaparoka
(2018) yang menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penyerapan anggaran karena adanya dukungan dan
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4.5.6

kekondusifan kondisi dan keadaan OPD dapat mendukung penyerapan
anggaran menjadi lebih baik.
Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Anggaran dan Lingkungan
Birokrasi Secara Simultan Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel
perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang
dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh
terhadap penyerapan anggaran dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih
kecil dari 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan
anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan anggaran dan lingkungan birokrasi pada suatu pemerintah
daerah maka tingkat penyerapan anggaranpun akan semakin tinggi.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran
yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan
anggaran oleh DPRD. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari
sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang
sebenarnya. Bahkan jika 100% dana anggaran yang dialokasikan dihabiskan
mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana
atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja. Tinggi rendahnya
penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari
SKPD tersebut. Kinerja sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian

target anggaran dan berapa yang berhasil dicapai. Penyerapan anggaran
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pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rendah berakibat pada tidak
maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara diketahui
bahwa ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan
anggaran. Misalnya seperti faktor perencanaan. Perencanaan anggaran
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Setiap rencana kegiatan
menjadi  landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring
implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil
Kinerja pembangunan.

Pengaruh perencanaan dalam penyerapan anggaran dapat dilihat dari
adanya revisi DPA Kkarena tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya
kesalahan dalam penentuan akun/kode rekening. Hal ini yang kemudian
menunda realisasi anggaran sehingga berdampak pada keterlambatan
penyerapan anggaran. Selain itu masalah terkait sumber daya manusia
seperti adanya kegamangan pegawai untuk ditunjuk sebagai pejabat
pembuat komitmen (PPK) dan kurangnya SDM yang bersertifikat dalam
pengadaan barang dan jasa juga akan menyebabkan penyerapan anggaran
menjadi terhambat. Sementara dalam hal pengadaan barang dan jasa kendala
seperti prosedur teknis, kelengkapan katalog barang dan jasa, perubahan
mekanisme pengadaan, proses lelang yang lambat, terlambatnya pengesahan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD juga tak luput memberikan

pengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam pemeritah daerah.
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Lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang
didanai DAK dan keraguan yang tinggi dari para pelaksana kegiatan
dikarenakan pemanggilan dari pihak berwajib guna mengklarifikasi kegiatan
juga jelas akan berpengaruh pada molornya pelaksanaan anggaran. Semua
aspek ini akan diperparah dengan lingkungan birokrasi yang buruk yang
menyebabkan rangkaian proses menjadi ajang tarik ulur karena intervensi

budget yang kuat dari DPRD sehingga anggaran menjadi sulit untuk diserap.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi daya serap anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara maka dapat disimpulkan
bahwa :

1. Variabel perencanaan (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan
perencanaan adanya intervensi yang kuat pada saat proses penyusunan dan
juga kurangnya koordinasi antar SKPD dalam hal penyusunan anggaran
menyebabkan perencanaan dalam penyusunan anggaran menjadi tidak
maksimal.

2. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) secara parsial tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tidak berpengaruhnya
kompetensi sumber daya manusia dalam penyerapan anggaran disebabkan
faktor team work dan komitmen. Hal ini dikarenakan secara normatif
perencanaan dan juga penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron
satu sama lain.

3. Variabel pengadaan barang dan jasa (X3) secara parsial berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah
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Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini disebabkan dalam proses
pengadaan barang dan jasa misalnya seperti kontrak yang belum ditanda
tangani karena terdapat beberapa permasalahan berupa masih menunggu
persetujuan tender.

. Variabel pelaksanaan anggaran (Xa) secara parsial tidak berpengaruh
negative dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini diketahui bahwa dalam hal
pelaksanaan anggaran sehingga menjadi tidak tepat waktu disebabkan oleh
adanya penetapan Perda APBD yang terlambat sehingga menyebabkan
pelaksanaan anggaranpun menjadi terlambat, kemudian terjadinya gagal
lelang sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang akhirnya
menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.

. Variabel lingkungan organisasi (X5) secara parsial tidak berpengaruh
negative dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini diketahui bahwa lingkungan
birokrasi yang tidak sehat menyebabkan penyerapan anggaran menjadi
tidak maksimal misalnya seperti adanya intervensi hak budget DPRD yang
kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang
menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam
musrenbang.

. Variabel perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia,
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan

birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan
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anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran, kompetensi
sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran
dan lingkungan birokrasi pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo
Utara maka tingkat penyerapan anggarannya pun akan semakin tinggi.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi daya serap anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka hal-hal yang dapat
disarankan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara secara umum dan
Badan Keuangan secara khusus dalam upaya untuk meningkatkan
penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius
terhadap permasalahan penyerapan anggaran dengan cara terus
memperbaiki proses perencanaan anggaran mulai dari penyusunan RKA
sampai dengan penetapan APBD, mempercepat proses pelaksanaan
anggaran dengan cara menerbitkan SK pejabat perbendaharaan tepat waku,
dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada DPA dan anggaran kas yang
telah disahkan. Pemerintah juga harus melakukan proses pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan cara

mendukung pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai serta
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menciptakan lingkungan birokrasi yang baik dengan cara menjalin
koordinasi yang baik antar pegawai.

. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian ditempat
yang sama atau tempat lain dengan menambahkan atau merubah variabel
lain sehingga dapat diketahui fakto lain yang dapat mempengaruhi daya

serap anggaran yang tidak dilakukan pada penelitian ini.
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INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth
Responden’
Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Yusni S. Mohune
NIM : E2118042
Status : Mahasiswa Sarjana (S1), Universitas Ichsan Gorontalo

Sehubungan dengan penelitian Skripsi program Sarjana (S1), Universitas
Ichsan Gorontalo, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang
akan saya lakukan dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya
Serap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara “

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam
penelitian ini  dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan penelitian yang
saya lakukan.

Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bersifat dan bertujuan akademis
atau keilmuan semata dan hasil penelitian atau laporan tidak disebarluaskan.
Besar harapan saya Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi kuesioner ini dengan
lengkap. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti
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Umur Responden

Jenis Kelamin () Laki-Laki () Perempuan
Jenjang Pendidikan :( )SLTA ( )Diploma ( )S1 ( )S2
Jabatan

Lama Bekerja

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1.

Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner
ini

Berikan tanda tick mark (V) pernyataan berikut yang
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.

Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk

masing-masing pernyataan, yaitu

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S - Setuju

SS : Sangat Setuju
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kebijakan pemerintah (eskalasi)

1. Perencanaan Anggaran

No Pernyataan STS | TS KS SS

1 | Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan
kebutuhan

2 | Dalam proses perencanaan, penyusunan
anggaran sering terdapat program yang kurang
realistis

3 | Dalam penyusunan dokumen terdapat mata
anggaran yang tidak tersedia untuk kegiatan
tertentu
Harga satuan barang/jasa yang ditetapkan

4 dalam standar biaya SBU//SBK terlalu
rendah/tinggi

5 | Anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang
karena belum ada data pendukung

6 | Masa penyusunan dan penelaahan anggaran
yang terlalu pendek sehingga belum siap data
pendukung

7 | Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah
(tidak sesuai dengan harga pasar)

8 | Adanya penyesuaian harga karena adanya
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2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No

Pernyataan

STS

TS

KS

SS

1

Pejabat yang terlibat dalam penyusunan
rencana kerja anggaran SKPD mampu
menentukan program Kkerja untuk kegiatan yang
akan dianggarkan

Pejabat yang terlibat dalam penyusunan RKA
SKPD mampu menyusun Kkegiatan sesuai
program yang telah direncanakan sebelumnya

SDM pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

kurang kompeten

Pejabat yang terlibat dalam penyusunan RKA
SKPD memahami cara menyusun RKA untuk

penyusunan APBD

Badan anggaran telah memahami isi kebijakan
umum anggaran dan priorotas plafon anggaran
sementara berkaitan dengan penyusunan RKA
SKPD

Badan anggaran belum sepenuhnya memahami
isi KUA-PPAS sehingga sering kali terjadi
pergeseran  program/kegiatan yang telah

disusun

Badang anggaran kurang memahami bahwa
RKA- SKPD harus mengacu pada isi KUA-
PPAS yang telah disusun

Tersedianya peraturan di SKPD tentang
pengelolaan  keuangan dapat menambah
pengetahuan pejabat yang terlibat dalam
penyusunan RKA SKPD
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Pejabat yang terlibat dalam penyusunan RKA
SKPD dan badan anggaran mudah memahami
peraturan perundang-undangan tentang

penyusunan APBD

10

Badan anggaran seharusnya telah memahami
peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyusunan APBD

11

SKPD sudah menerapkan mekanisme reward
dan punishment dalam pengelolaan anggaran di

satuan kerja

12

Ada perhatian lebih dari kepala daerah atas
keberhasilan dalam pelaksanaan penyerapan

anggaran

3. Pengadaan Barang dan Jasa

No Pernyataan STS | TS | KS SS

1 | Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan
secara efektif

2 | Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tepat
waktu

3 | Proses pengadaan barang dan jasa sesuai
kuantitas yang dibutuhkan

4 | Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah
kebutuhan

5 | Keefisiensian dalam pengadaan barang dan jasa
telah diterapkan untuk penyerapan anggaran di
SKPD

6 | Harga pengadaan barang dan jasa yang

dibutuhkan merupakan harga wajar
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Penilaian terhadap pengadaan barang dan jasa

memiliki nilai value for money

Proses pemilihan barang dan jasa harus

diterapkan sesuai prinsip-prinsip yang ada

Akuntabel sangat penting dalam

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa

10

Mampu menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
publik secara proporsional dalam pengadaan

barang/jasa

11

Adanya sarana bagi publik untuk menilai
kinerja ~ pemerintah  dalam  pengadaan

barang/jasa

12

Mampu memberikan ruang bagi masyarakat
untuk terlibat dalam proses pengadaan

barang/jasa

13

Transparan dalam pengadaan barang dan jasa

mempunyai peran yang sangat penting

14

Adanya transparansi dalam pengadaan barang
dan jasa sangat mendukung proses penyerapan

anggaran

15

Ketentuan pengadaan barang dan jasa

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

16

Hasil proses pengadaan barang/jasa harus
terbuka

17

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui

persaingan yang sehat

18

Tidak ada intervensi yang mengganggu
terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan

barang/jasa
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19

Pengadaan barang/jasa tidak mengarah untuk

memberi keuntungan kepada pihak tertentu

20

Pengadaan barang/jasa tetap memperhatikan

kepentingan nasional

4. Pelaksanaan Anggaran

No Pernyataan STS | TS | KS SS

1 | Dalam organisasi saya KPA terlambat
ditetapkan

2 | Dalam organisasi saya KPA terlambat diterima

3 | Dalam organisasi saya SK penunjukkan PPK,
PP SPM dan bendahara pengeluaran terlambat
ditetapkan

4 | Dalam organisasi saya SK pergantian KPA
terlambat ditetapkan

5 | Dalam organisasi saya sering terdapat
kesalahan dalam SK penunjukan

6 | Dalam organisasi saya SK pergantian PPK, PP
SPM dan bendahara pengeluaran terlambat
ditetapkan

7 | Dalam organisasi saya peraturan pengadaan
barang dan jasa sulit diterapkan

8 | Dalam organisasi saya peraturan pengadaan
barang dan jasa kurang jelas

9 | Dalam organisasi saya peraturan mengenai
mekanisme pembayaran kurang jelas

10 | Dalam organisasi saya peraturan tata cara

pencairan PHLN/PHDN belum ditetapkan
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5. Lingkungan Birokrasi

No Pernyataan STS | TS | KS SS
1 | Koordinasi antar pegawai yang terlibat dalam

proses pengadaan barang/jasa tidak terjalin

dengan baik
2 | Koordinasi antara atasan dan bawahan yang

terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa

terjalin dengan baik

Arahan  yang diberikan  oleh  atasan
dilaksanakan dengan baik oleh bawahan

4 |Jumlah pegawai yang terlibat dalam
pelaksanaan barang/jasa mencukupi

5 | Pegawai satuan kerja bersedia menjadi pegawai
yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa

6 | Keterbatasan SDM pelaksana pengadaan yang
memiliki sertifikat

7 | Rangkap tugas dalam jabatan pengadaaan

8 | Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan
karena risiko yang tidak sebanding dengan
imbalan yang diterima

9 | Prosedur pengadaan barang/jasa membuat
sistem pengadaan menjadi lebih  sulit
dilaksanakan

10 | Prosedur pengadaan barang/jasa tidak dapat
mempercepat pengadaan barang/jasa yang
bersifat mendesak

11 | Pegawai yang terlibat pengadaan memahami

dengan baik proses pelaksanaan pengadaan

barang/jasa
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12

Deskripsi pekerjaan pegawai yang terlibat
dalam pengadaan barang/jasa telah

didokumentasikan secara jelas

13

Peraturan tentang mekanisme pembayaran yang
kurang dipahami oleh pejabat pengelola

keuangan

14

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai
dengan Perpres No. 54 Tahun 2010

6. Penyerapan Anggaran

No Pernyataan STS | TS | KS SS

1 | Anggaran terlaksana dengan baik berdasarkan
aturan dan standar yang berlaku

2 | Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun
sesuai skala prioritas

3 | Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun
sesuai dengan target yang ingin dicapai

4 | Realisasi anggaran pengadaan barang/jasa
dilaksanakan sesuai skala prioritas

5 | Sasaran yang dijabarkan dalam anggaran
sangat sulit dicapai atau direalisasikan

6 | Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

7 | Semua program anggaran di  SKPD
dilaksanakan dengan baik dan selesai tepat
waktu

8 | Target penyerapan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa menjadi penting bagi satuan kerja

9 | Adanya penambahan dan penggunaan sumber

daya berpengaruh terhadap  pencapaian

140




anggaran

10 | Seluruh pencairan atau pengeluaran anggaran
di SKPD selalu dimonitoring dengan baik

11 | Satuan kerja melakukan evaluasi terhadap
penyerapan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa tahun lalu untuk perbaikan
penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa
tahun berikutnya

DATA MENTAH

PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

PAl

PA2 PA3 PA4 PA5 PA6

PA7

PAS8

TPA

31

26

29

16

20

20

23

20

22

19

26

21

27

16

19

28

11

25

23

33

26

28

23

17

24

24

28
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22

20
29

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X2)

29
29
26
46

27
25
29
29
32

29
39
49

29
33

29
29
29
41

24
39
29
32

32

29
29
33

29
28
33

32

29

SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | SDM6 | SDM7 | SDM8 | SDM9 | SDM10 | SDM11 | SDM12 | TSDM
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PENGADAAN BARANG DAN JASA (X3)

PBJ10

PBJ9

PBJ8

PBJ7

PBJ6

PBJ5

PBJ4

PBJ3

PBJ2

PBJ1
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47

47

40
70
44

65
46

47

47

47

57
64
47

43

67

38
41

72
46

72
41

56
64
62

41

a7

50
50
51

68
53

PBJ11 | PBJ12 | PBJ13 | PBJ14 | PBJ15 | PBJ16 | PBJ17 | PBJ18 | PBJ19 | PBJ20 | TPBIJ

PELAKSANAAN ANGGARAN (X4)

39
28
38
17

PLA1 | PLA2 | PLA3 | PLA4 | PLAS | PLA6 | PLA7 | PLA8 | PLAS | PLA10O | TPLA
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17
27
21

17
28
20
25

13
29

19
28
30
32
22

17
28
30
31

20

19
28

16
39
28

19
16
38

LINGKUNGAN BIROKRASI (X5)

47

38
47

26
21

28
33

LB14 | TLB

LB2 | LB3 | LB4 | LB5 | LB6 | LB7 | LB8 | LBS | LB10 | LB11 | LB12 | LB13

LB1
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23

41

47

28
16
32
40

35
43

32

25

32

31

41

34
23

29
38
35

47

37
35

28
47

PENYERAPAN ANGGARAN (Y)

30
30
26
41

32
45

33
30
30
30

¥1.2 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | Y17 |Y18|Y19|Y110| Y111l |TY

Y1.1
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4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 1 35
4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 40
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 1 29
1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 22
3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 27
3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 27
4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 45
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 47
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 29
1 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 30
3 3 3 3 4 5 3 5 3 4 3 38
3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 1 34
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 33
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
3 3 4 3 1 5 3 3 3 4 1 33
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30
KONVERSI DATA ORDINAL KE INTERVAL
PERENCANAAN ANGGARAN (X1)
PAl PA2 PA3 PA4 PAS PA6 PA7 PAS8 TPA
4.642 5.093 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 30.760
3.178 2.917 2.871 4.055 2.9717 3.043 3.726 3.324 26.091
3.762 3.856 3.901 4.055 2.9717 3.043 3.726 3.324 28.643
1.000 1.000 3.901 3.048 1.836 1.902 1.000 1.990 15.676
2.299 2.052 2.129 2.237 2.977 1.902 2.595 3.324 19.515
3.178 2.917 3.901 2.237 2.977 1.000 2.595 1.000 19.805
2.299 2.052 3.901 3.048 1.836 3.043 3.726 3.324 23.229
2.299 2.052 2.129 2.237 2.977 1.902 2.595 3.324 19.515
3.178 2.917 2.129 3.048 2.977 3.043 2.595 1.990 21.877
1.000 2.052 2.129 2.237 2.977 3.043 1.880 3.324 18.642
3.762 2.917 3.901 4.055 2.977 1.902 1.880 4.950 26.343
4.642 1.000 2.129 2.237 4.534 1.000 1.880 3.324 20.747
2.299 3.856 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 27.180
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2.299 2.052 2.129 3.048 1.000 1.902 1.880 1.990 16.300

2.299 2.917 2.871 2.237 1.000 1.902 2.595 3.324 19.145

3.762 2.917 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 27.704

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.880 3.324 11.204

2.299 2.052 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 25.377

2.299 2.052 2.871 4.055 1.836 3.043 3.726 3.324 23.207

4.642 3.856 3.901 5.676 2.977 3.043 3.726 4.950 32.770

3.178 2.917 3.901 3.048 2.977 3.043 3.726 3.324 26.113

3.762 3.856 3.901 4.055 2.977 4.811 2.595 1.990 27.945

2.299 2.052 3.901 3.048 2.977 3.043 2.595 3.324 23.239

2.299 2.052 2.129 2.237 1.836 1.000 1.880 3.324 16.758

2.299 2.917 2.871 3.048 2.9717 3.043 3.726 3.324 24.205

2.299 2.917 2.129 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 24.469

3.178 3.856 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 28.059

2.299 2.052 2.129 4.055 1.836 1.902 3.726 3.324 21.323

2.299 2.917 2.129 4.055 2.977 1.902 2.595 3.324 22.197

2.299 2.052 3.901 2.237 2.977 1.000 2.595 3.324 20.385

3.762 3.856 3.901 4.055 2.977 3.043 3.726 3.324 28.643

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X2)

SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 SDM6 SDM7 SDM8 SDM9 SDM10 SDM11 SDM12 TSDM
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 1.000 1.000 2.072 2.945 | 25.610
4.617 | 2.829 | 4.551 | 2.720 3.164 4.463 5.093 1.000 4.892 2.674 5.093 4.551 | 45.646
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 1.000 2.945 | 26.664
1.000 | 1.000 | 2.945 [ 1.000 1.000 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 25.086
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 4.463 3.557 1.000 3.126 2.674 3.487 2.945 | 32.260
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 4.551 | 2.720 3.164 4.463 5.093 2.750 3.126 2.674 2.072 4.551 | 39.063
4.617 | 2.829 | 4.551 | 2.720 4.985 4.463 5.093 2.750 4.892 2.674 5.093 4.551 | 49.216
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 4.463 3.557 2.750 3.126 2.674 2.072 2.945 | 32.594
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 4.551 | 1.000 3.164 4.463 3.557 2.750 4.892 2.674 5.093 4.551 | 40.594
2.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 2.072 1.000 | 23.846
2.900 | 1.000 | 4.551 | 2.720 3.164 3.027 5.093 2.750 4.892 1.000 3.487 4.551 | 39.136
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 1.000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 ] 1.000 3.164 4.463 3.557 1.000 3.126 2.674 3.487 2.945 | 32.260
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2.900 | 1.000 | 4.551 | 1.000 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 4.551 | 32.364
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
4.617 | 1.000 [ 2.945 | 2.720 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 32.588
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 2.389 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 27.983
4.617 | 2.829 [ 2.945 | 1.000 3.164 4.463 2.389 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 32.964
2.900 ) 1.000 | 2.945 | 2.720 3.164 1.826 2.389 .750 3.126 2.674 3.487 2.945 | 31.925
2.900 | 1.000 | 2.945 | 1.000 3.164 3.027 3.557 .000 3.126 1.000 3.487 2.945 | 29.151
PENGADAAN BARANG DAN JASA (X3)
PBJ1 PBJ2 PBJ3 PBJ4 PBJ5 PBJ6 PBJ7 PBJ8 PBJ9 PBJ10
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 1.000 3.016 [ 2.874 1.000
4.710 | 4.155 | 5.125 | 5.401 | 4.985 | 2.674 1.000 4.671 | 4.445 4.609
2.771 | 2.549 | 3.063 | 2.009 | 2.820 1.000 [ 1.000 3.016 [ 2.874 2.980
2.771 | 1.000 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 2.674 3.016 [ 2.874 4.609
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 1.000 3.016 [ 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 4.155| 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 1.000 4.671 | 4.445 2.980
2.771 | 4.155 | 5.125 | 5.401 | 2.820 | 1.000 | 1.000 | 3.016 | 4.445 4.609
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
1.000 [ 1.000 | 3.063 | 2.009 | 2.820 1.000 [ 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 2.674 | 3.016 | 2.874 2.980
1.000 [ 1.000 1.000 1.000 [ 1.000 1.000 [ 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
1.000 | 1.000 | 3.063 | 3.537 | 1.000| 1.000 (| 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 2.674 4.671 | 4.445 4.609
2.771 | 2.549 | 3.063 | 2.009 | 2.820 1.000 [ 1.000 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 2.674 4.671 | 4.445 4.609
1.000 [ 1.000 1.000 [ 2.009 ] 1.000 1.000 [ 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 ] 1.000 | 3.063 | 2.009 | 2.820 | 2.674 | 3.338 | 3.016 | 4.445 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 3.338 4.671 | 4.445 4.609
2.771 ] 1.000 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 3.338 1.000 1.000 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 | 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 | 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 1.000 [ 3.338 | 3.016 | 2.874 2.980
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 2.674 | 3.338 4.671 | 4.445 4.609
2.771 | 2.549 | 3.063 | 3.537 | 2.820 | 1.000 | 3.338 | 3.016 | 4.445 2.980




PBJ11 PBJ12 PBJ13 PBJ14 PBJ15 PBJ16 PBJ17 PBJ18 PBJ19 PBJ20 TPBJ
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
1.000 3.264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 1.000 2.980 | 40.021
4.159 1.864 4.497 1.000 2.641 1.000 1.000 3.147 4.260 4.609 [ 69.949
1.000 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 44.114
4.159 3.264 4.497 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 | 65.213
2.626 1.864 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 45.869
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
2.626 3.264 2.909 1.000 2.641 2.641 1.000 3.147 4.260 2.980 | 56.910
2.626 3.264 4.497 2.695 2.641 2.641 1.000 3.147 4.260 2.980 | 64.092
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.268
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 2.641 1.000 1.676 2.732 2.980 | 42.589
4.159 4.811 4.497 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 [ 66.680
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 37.528
2.626 1.864 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 40.728
4.159 4.811 4.497 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 [ 71.535
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 45.740
4.159 4.811 4.497 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 [ 71.535
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 40.875
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 2.641 2.674 3.147 4.260 4.609 | 56.245
2.626 3.264 4.497 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 [ 64.265
2.626 4.811 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 4.738 4.260 4.609 [ 62.430
1.000 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 1.676 2.732 2.980 | 41.070
2.626 1.000 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 47.343
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 49.606
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 2.732 2.980 | 49.606
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 4.260 2.980 | 51.135
2.626 3.264 2.909 2.695 2.641 2.641 2.674 4.738 4.260 4.609 [ 67.532
2.626 3.264 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 3.147 4.260 2.980 | 52.706

PELAKSANAAN ANGGARAN (X4)

PLAl PLA2 PLA3 PLA4 PLAS PLA6 | PLA7 PLAS PLA9 PLA1O TPLA

4.396 | 3.484 | 4.463 | 4.159 | 3.393 | 4.671 [ 3.282 | 3.395| 4.642 3.379 39.263
3.358 | 2.281 | 3.264 | 3.019 | 2.278 [ 3.698 | 2.175 | 2.257 | 3.590 2.207 28.127
4.396 | 2.281 | 4.463 | 4.159 | 3.393 [ 4.671 | 3.282 | 3.395 | 4.642 3.379 38.059
2.331 | 1.000 | 2.172 | 2.055 | 1.000 [ 2.621 [ 1.000 | 1.000 | 2.421 1.000 16.600
2.331 ] 1.000 | 2.172 | 2.055 | 1.000 [ 2.621 | 1.000 | 1.000 | 2.421 1.000 16.600
3.358 | 2.281 | 3.264 | 3.019 | 2.278 | 3.698 [ 2.175 | 2.257 | 2.421 2.207 26.958
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2.331 2.281 3.264 3.019 1.000 ] 2.621 | 1.000 1.000 3.590 1.000 21.106
2.331 1.000 2.172 2.055 1.000 ] 2.621 | 1.000 1.000 2.421 1.000 16.600
3.358 2.281 3.264 3.019 [ 2.278 | 3.698 [ 2.175 2.257 3.590 2.207 28.127
2.331 1.000 2.172 4.159 1.000 ] 2.621 | 1.000 2.257 2.421 1.000 19.961
2.331 2.281 3.264 3.019 [ 2.278 | 3.698 [ 2.175 1.000 2.421 2.207 24.674
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ] 2.621 | 1.000 2.257 1.000 1.000 12.878
3.358 2.281 3.264 3.019 | 2.278 [ 3.698 | 2.175 2.257 3.590 3.379 29.299
2.331 1.000 2.172 2.055 1.000 ] 2.621 | 1.000 1.000 2.421 3.379 18.979
3.358 2.281 3.264 3.019 | 2.278 [ 2.621 | 3.282 2.257 3.590 2.207 28.157
3.358 2.281 3.264 4.159 [ 2.278 | 4.671 | 3.282 2.257 2.421 2.207 30.177
4.396 | 2.281 4.463 4.159 1.000 | 4.671 | 3.282 2.257 2.421 3.379 32.308
3.358 2.281 3.264 3.019 1.000 ] 3.698 | 1.000 1.000 2.421 1.000 22.040
2.331 1.000 2.172 2.055 1.000 ] 2.621 | 1.000 1.000 2.421 1.000 16.600
3.358 2.281 3.264 3.019 1.000 | 3.698 | 3.282 2.257 2.421 3.379 27.959
3.358 2.281 3.264 3.019 | 2.278 [ 3.698 | 3.282 3.395 3.590 2.207 30.372
4.396 3.484 4.463 3.019 | 2.278 [ 4.671 | 2.175 2.257 2.421 2.207 31.370
2.331 1.000 3.264 3.019 1.000 | 2.621 | 2.175 1.000 2.421 1.000 19.831
2.331 1.000 2.172 2.055 1.000 | 2.621 | 2.175 1.000 2.421 2.207 18.982
3.358 2.281 3.264 3.019 | 2.278 [ 3.698 | 2.175 2.257 3.590 2.207 28.127
1.000 1.000 2.172 3.019 1.000 ] 1.000 | 2.175 1.000 2.421 1.000 15.787
4.396 3.484 4.463 4.159 3.393 | 4.671 | 3.282 3.395 4.642 3.379 39.263
3.358 2.281 3.264 3.019 | 2.278 [ 3.698 | 2.175 2.257 3.590 2.207 28.127
2.331 1.000 3.264 2.055 1.000 ] 2.621 | 1.000 1.000 2.421 2.207 18.899
2.331 1.000 2.172 2.055 1.000 | 2.621 | 2.175 1.000 1.000 1.000 16.354
4.396 3.484 4.463 4.159 3.393 | 4.671 | 3.282 3.395 3.590 3.379 38.210
LINGKUNGAN BIROKRASI (X5)

LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14 TLB
3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 4.304 2.960 46.960
2.175 ] 2.055 | 3.035 [ 3.167 4.304 | 2.135 | 2.185 3.167 2.205 2.196 | 2.175 2.105 4.304 2.960 38.167
3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 4.304 2.960 46.960
3.942 |1 1.000 | 1.000 | 1.000 2.185 [ 1.000 | 4.260 1.000 1.000 1.000 | 3.942 1.000 2.185 1.000 25.515
1.000 | 3.387 | 1.000 | 1.000 2.185 | 1.000 | 1.000 1.000 1.000 3.553 | 1.000 1.000 2.185 1.000 21.310
2.175 1 2.055 ] 1.935 | 2.072 3.142 | 1.000 | 2.185 2.072 1.000 2.196 [ 2.175 1.000 3.142 1.916 28.064
1.000 | 3.387 [ 1.935 | 2.072 4.304 | 2.135 | 1.000 2.072 2.205 3.553 ] 1.000 2.105 4.304 1.916 32.986
1.000 | 3.387 [ 1.000 | 1.000 3.142 | 1.000 | 1.000 1.000 1.000 3.553 | 1.000 1.000 3.142 1.000 23.223
2.175 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 2.135 | 2.185 3.167 2.205 3.553 | 2.175 2.105 4.304 2.960 40.855
3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 4.304 2.960 46.960
1.000 ] 2.055 [ 1.935 ] 2.072 3.142 | 2.135 | 1.000 2.072 2.205 2.196 [ 1.000 2.105 3.142 1.916 27.974
1.000 ] 1.000 [ 1.000 | 1.000 2.185 [ 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 1.000 2.185 1.000 16.370
2.175 ] 2.055 | 1.935 | 2.072 3.142 | 2.135 | 2.185 2.072 2.205 2.196 | 2.175 2.105 3.142 1.916 31.508
1.000 | 3.387 | 4.402 | 4.536 3.142 | 2.135 | 1.000 4.536 2.205 3.553 | 1.000 2.105 3.142 4.294 40.434
2.175 ] 2.055 | 1.935 | 2.072 3.142 | 3.249 | 2.185 2.072 3.430 2.196 | 2.175 3.267 3.142 1.916 35.010
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3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 2.185 [ 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 2.185 2.960 42.723
2.175 | 2.055 | 1.935 | 2.072 3.142 | 2.135 | 2.185 2.072 2.205 2.196 | 2.175 2.105 3.142 1.916 31.508
1.000 ] 1.000 | 3.035 | 3.167 2.185 [ 1.000 | 1.000 3.167 1.000 1.000 | 1.000 1.000 2.185 2.960 24.700
1.000 | 2.055 | 3.035 | 3.167 3.142 |1 2.135 | 1.000 3.167 2.205 2.196 | 1.000 2.105 3.142 2.960 32.309
1.000 | 3.387 | 3.035 | 3.167 1.000 | 2.135 | 1.000 3.167 2.205 3.553 | 1.000 2.105 1.000 2.960 30.713
2.175 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 2.135 | 2.185 3.167 2.205 3.553 | 2.175 2.105 4.304 2.960 40.855
2.175 ] 2.055 | 1.935 | 2.072 4.304 ] 2.135 | 2.185 2.072 2.205 2.196 | 2.175 2.105 4.304 1.916 33.832
1.000 ] 2.055 ] 1.935 ] 2.072 2.185 [ 1.000 | 1.000 2.072 1.000 2.196 [ 1.000 1.000 2.185 1.916 22.617
1.000 ] 3.387 [ 1.935 ] 2.072 2.185 [ 2.135 ] 1.000 2.072 2.205 3.553 |1 1.000 2.105 2.185 1.916 28.749
2.175 ] 2.055 | 3.035 | 3.167 4.304 | 2.135 | 2.185 3.167 2.205 2.196 | 2.175 2.105 4.304 2.960 38.167
1.000 | 3.387 [ 3.035 ] 2.072 4.304 | 2.135 [ 1.000 2.072 2.205 3.553 |1 1.000 2.105 4.304 2.960 35.130
3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 4.304 2.960 46.960
2.175 | 2.055 | 3.035 | 3.167 3.142 | 2.135 | 2.185 3.167 2.205 2.196 | 2.175 3.267 3.142 2.960 37.005
1.000 | 3.387 [ 4.402 | 2.072 3.142 | 2.135 | 1.000 2.072 2.205 2.196 [ 1.000 3.267 3.142 4.294 35.312
1.000 | 3.387 | 4.402 | 1.000 2.185 | 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 3.267 2.185 4.294 27.719
3.004 | 3.387 | 3.035 | 3.167 4.304 | 3.249 | 3.129 3.167 3.430 3.553 | 3.004 3.267 4.304 2.960 46.960
PENYERAPAN ANGGARAN (Y)
Y1l.1 ¥1l.2 Y1l.3 Y1l.4 Y1.5 Yl1.6 | Y1.7 Y1.8 ¥1.9 |Y¥1.10|Y1.11 TY
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 1.000 2.732 1.000 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 26.233
4.463 2.978 4.360 1.000 4.276 4.738 4.287 4.811 3.297 4.276 2.656 | 41.141
2.827 2.978 2.732 2.978 4.276 3.052 1.000 3.089 | 3.297 2.721 2.656 | 31.605
2.827 4.818 4.360 4.818 4.276 4.738 2.591 4.811 5.093 4.276 2.656 | 45.262
2.827 2.978 2.732 2.978 4.276 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 2.656 | 33.195
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
4.463 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 4.811 3.297 4.276 1.000 | 35.101
4.463 2.978 2.732 2.978 4.276 4.738 4.287 3.089 | 3.297 4.276 2.656 | 39.768
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 1.000 3.089 1.676 4.276 1.000 | 28.532
1.000 2.978 1.000 2.978 2.925 3.052 2.591 1.000 1.000 2.721 1.000 [ 22.244
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 1.000 3.089 | 3.297 1.000 1.000 | 26.877
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 1.000 3.089 | 3.297 1.000 1.000 [ 26.877
4.463 4.818 4.360 4.818 4.276 4.738 2.591 4.811 3.297 4.276 2.656 | 45.102
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 30.188
4.463 4.818 4.360 4.818 4.276 4.738 2.591 4.811 5.093 4.276 2.656 | 46.898
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 1.000 3.089 | 3.297 2.721 1.000 | 28.598
1.000 2.978 2.732 2.978 4.276 3.052 1.000 3.089 | 3.297 2.721 2.656 | 29.778
2.827 2.978 2.732 2.978 4.276 4.738 2.591 4.811 3.297 4.276 2.656 | 38.158
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 | 5.093 4.276 1.000 | 33.539
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2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 4.276 3.052 2.591 3.089 1.676 4.276 2.656 | 33.129
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 ] 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 | 30.188
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 ] 30.188
2.827 2.978 4.360 2.978 1.000 4,738 2.591 3.089 3.297 4.276 1.000 | 33.132
2.827 2.978 2.732 2.978 2.925 3.052 2.591 3.089 3.297 2.721 1.000 | 30.188
DESKRIPTIF PERENCANAAN ANGGARAN
Statistics
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
N Valid 31 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.78 2.68 3.10 3.31 2.65 2.48 2.95
Median 2.30 2.92 3.90 3.05 2.98 3.04 2.60
Std. Deviation .983 .957 .900 .973 761 .903 .833
Variance .966 .916 .810 .947 .579 .815 .695
Minimum 1 1 1 1 1 1 1
Maximum 5 5 4 6 5 5 4
Sum 86 83 96 103 82 77 92
Statistics
PA8
N Valid 31
Missing 0
Mean 3.18
Median 3.32
Std. Deviation 757
Variance 573
Minimum 1
Maximum 5
Sum 99
Frequency Table
PAl
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
2 15 48.4 48.4 58.1
3 5 16.1 16.1 74.2
4 5 16.1 16.1 90.3
5 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0




PA2

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
2 11 35.5 35.5 45.2
3 10 32.3 32.3 77.4
4 6 194 19.4 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
PA3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 10 32.3 32.3 35.5
3 4 12.9 12.9 48.4
4 16 51.6 51.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PA4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 8 25.8 25.8 29.0
3 7 22.6 22.6 51.6
4 14 45.2 45.2 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
PAS5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
2 5 16.1 16.1 25.8
8 22 71.0 71.0 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
PAG6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 5 16.1 16.1 16.1
2 8 25.8 25.8 41.9
3 17 54.8 54.8 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PA7
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 1 3.2 3.2 3.2

2 6 19.4 19.4 22.6

8 9 29.0 29.0 51.6

4 15 48.4 48.4 100.0

Total 31 100.0 100.0

PA8
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 1 3.2 3.2 3.2

2 4 12.9 12.9 16.1

3 24 77.4 77.4 93.5

5 2 6.5 6.5 100.0

Total 31 100.0 100.0
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Statistics
SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 SDM6 SDM7

N Valid 31 31 31 31 31 31 31

Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.06 1.18 3.19 1.33 3.15 3.36 3.64
Median 2.90 1.00 2.95 1.00 3.16 3.03 3.56
Std. Deviation .698 .550 .760 .691 516 .696 .666
Variance .487 .302 578 A77 .267 484 444
Minimum 1 1 1 1 1 2 2
Maximum 5 3 5 3 5 4 5
Sum 95 36 99 41 98 104 113

Statistics
SDM8 SDM9 SDM10 SDM11 SDM12
N Valid 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0

Mean 1.34 3.29 1.43 3.38 3.19
Median 1.00 3.13 1.00 3.49 2.95
Std. Deviation .703 .735 745 .848 .760
Variance 494 .540 .554 719 578
Minimum 1 1 1 1 1
Maximum 3 5 3 5 5
Sum 42 102 44 105 99
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Frequency Table

SDM1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
8 26 83.9 83.9 87.1
5 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM?2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 28 90.3 90.3 90.3
3 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 24 77.4 77.4 80.6
) 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 25 80.6 80.6 80.6
3 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 29 93.5 93.5 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 1 3.2 3.2 3.2
3 22 71.0 71.0 74.2
4 8 25.8 25.8 100.0
Total 31 100.0 100.0

156




SDM7

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 3 9.7 9.7 9.7
4 24 77.4 77.4 87.1
5 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDMS8
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 25 80.6 80.6 80.6
3 6 19.4 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM9
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 26 83.9 83.9 87.1
) 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM10
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 23 74.2 74.2 74.2
3 8 25.8 25.8 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM11
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 4 12.9 12.9 16.1
3 23 74.2 74.2 90.3
B) 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
SDM12
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 24 77.4 77.4 80.6
5 6 19.4 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PENGADAAN BARANG DAN JASA

Statistics
PBJ1 PBJ2 PBJ3 PBJ4 PBJ5 PBJ6 PBJ7

N Valid 31 31 31 31 31 31 31

Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.61 2.35 3.06 3.33 2.71 1.49 3.41
Median 2.77 2.55 3.06 3.54 2.82 1.00 3.15
Std. Deviation .718 .882 .753 .889 .690 772 .659
Variance .515 779 .567 791 A76 .597 435
Minimum 1 1 1 1 1 1 2
Maximum 5 4 5 5 5 3 5
Sum 81 73 95 103 84 46 106

Statistics
PBJ8 PBJ9 PBJ10 PBJ11 PBJ12 PBJ13 PBJ14

N Valid 31 31 31 31 31 31 31

Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.27 3.27 3.28 2.72 3.26 3.21 1.38
Median 3.02 2.87 2.98 2.63 3.26 2.91 1.00
Std. Deviation .785 .834 .809 .805 .828 .787 .720
Variance .616 .696 .654 .648 .686 .619 519
Minimum 1 1 1 1 1 1 1
Maximum 5 4 5 4 5 4 3
Sum 101 101 102 84 101 99 43

Statistics
PBJ15 PBJ16 PBJ17 PBJ18 PBJ19 PBJ20
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 1.48 1.53 1.38 341 3.32 3.45
Median 1.00 1.00 1.00 3.15 2.73 2.98
Std. Deviation 757 .780 711 .814 .871 .752
Variance 573 .608 .506 .663 .758 .565
Minimum 1 1 1 2 1 3
Maximum 3 3 3 5 4 5
Sum 46 47 43 106 103 107
Frequency Table
PBJ1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 4 12.9 12.9 12.9

g 26 83.9 83.9 96.8

5 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0
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PBJ2

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 7 22.6 22.6 22.6
3 21 67.7 67.7 90.3
4 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 2 6.5 6.5 6.5
8 27 87.1 87.1 93.5
5) 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 5 16.1 16.1 19.4
4 23 74.2 74.2 93.5
5) 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
3 27 87.1 87.1 96.8
) 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 22 71.0 71.0 71.0
3 9 29.0 29.0 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ7
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 1 3.2 3.2 3.2
8 17 54.8 54.8 58.1
8 8 25.8 25.8 83.9
B) 5 16.1 16.1 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PBJ8

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 24 77.4 77.4 80.6
5) 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ9
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
38 21 67.7 67.7 71.0
4 9 29.0 29.0 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ10
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
38 23 74.2 74.2 77.4
5 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ11
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
3 23 74.2 74.2 83.9
4 5 16.1 16.1 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ12
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 3 9.7 9.7 12.9
3 23 74.2 74.2 87.1
B) 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PBJ13

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 23 74.2 74.2 77.4
4 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ14
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 24 77.4 77.4 77.4
3 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ15
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 22 71.0 71.0 71.0
3 9 29.0 29.0 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ16
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 21 67.7 67.7 67.7
8 10 32.3 32.3 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ17
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 24 77.4 77.4 77.4
3 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ18
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 2 6.5 6.5 6.5
3 22 71.0 71.0 77.4
5 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PBJ19
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 17 54.8 54.8 58.1
4 13 41.9 41.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
PBJ20
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 22 71.0 71.0 71.0
5 9 29.0 29.0 100.0
Total 31 100.0 100.0
PELAKSANAAN ANGGARAN
Statistics
PLA1 PLA2 PLA3 PLA4 PLA5 PLA6 PLA7
N Valid 31 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.01 1.94 3.11 2.96 1.76 3.38 2.12
Median 3.36 2.28 3.26 3.02 1.00 3.70 2.18
Std. Deviation .939 .854 .889 .827 .873 .928 .908
Variance .882 729 .790 .684 762 .861 .824
Minimum 1 1 1 1 1 1 1
Maximum 4 3 4 4 3 5 3
Sum 93 60 96 92 55 105 66
Statistics
PLA8 PLA9 PLA10
N Valid 31 31 31
Missing 0 0 0
Mean 1.91 2.88 2.08
Median 2.26 2.42 2.21
Std. Deviation .882 .904 .940
Variance 779 .817 .884
Minimum 1 1 1
Maximum 3 5 3
Sum 59 89 65
Frequency Table
PLA1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 2 6.5 6.5 6.5
2 12 38.7 38.7 45.2
3 11 35.5 35.5 80.6
4 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PLA2

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 12 38.7 38.7 38.7
2 15 48.4 48.4 87.1
3 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLA3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 9 29.0 29.0 32.3
3 15 48.4 48.4 80.6
4 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLA4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 8 25.8 25.8 29.0
3 15 48.4 48.4 77.4
4 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLAS
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 16 51.6 51.6 51.6
2 11 35.5 35.5 87.1
8 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLAG6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 13 41.9 41.9 45.2
4 10 32.3 32.3 77.4
B) 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PLA7
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 10 32.3 32.3 32.3
2 12 38.7 38.7 71.0
3 9 29.0 29.0 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLAS
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 13 41.9 41.9 41.9
2 13 41.9 41.9 83.9
3 5 16.1 16.1 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLA9
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 2 6.5 6.5 6.5
2 17 54.8 54.8 61.3
4 9 29.0 29.0 90.3
5 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
PLA10
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 11 35.5 35.5 35.5
2 12 38.7 38.7 74.2
3 8 25.8 25.8 100.0
Total 31 100.0 100.0
LINGKUNGAN BIROKRASI
Statistics
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7
N Valid 31 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 1.86 2.68 2.59 2.47 3.28 2.09 1.90
Median 2.18 3.39 3.04 2.07 3.14 2.14 2.19
Std. Deviation .886 .842 .945 .887 .959 795 .945
Variance 784 .709 .893 787 919 .631 .893
Minimum 1 1 1 1 1 1 1
Maximum 4 3 4 5 4 3 4
Sum 58 83 80 77 102 65 59
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Statistics

LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14
N Valid 31 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.47 2.17 2.70 1.86 2.23 3.28 2.53
Median 2.07 2.21 2.20 2.18 211 3.14 2.96
Std. Deviation .887 .858 .922 .886 .848 .959 .910
Variance .787 .736 .851 .784 719 .919 .829
Minimum 1 1 1 1 1 1 1
Maximum 5 3 4 4 3 4 4
Sum 77 67 84 58 69 102 79
Frequency Table
LB1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 14 45.2 45.2 45.2
2 10 32.3 32.3 77.4
3 6 19.4 19.4 96.8
4 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 3 9.7 9.7 9.7
2 11 35.5 35.5 45.2
3 17 54.8 54.8 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 4 12.9 12.9 12.9
2 9 29.0 29.0 41.9
8 15 48.4 48.4 90.3
4 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 5 16.1 16.1 16.1
2 11 35.5 35.5 51.6
3 14 45.2 45.2 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0

165




LB5

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 8 25.8 25.8 29.0
3 10 32.3 32.3 61.3
4 12 38.7 38.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 8 25.8 25.8 25.8
2 16 51.6 51.6 77.4
3 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB7
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 14 45.2 45.2 45.2
2 10 32.3 32.3 77.4
3 6 19.4 19.4 96.8
4 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB8
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 5 16.1 16.1 16.1
2 11 35.5 35.5 51.6
8 14 45.2 45.2 96.8
5 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB9
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 8 25.8 25.8 25.8
2 16 51.6 51.6 77.4
3 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
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LB10

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 4 12.9 12.9 12.9
2 12 38.7 38.7 51.6
4 15 48.4 48.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB11
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 14 45.2 45.2 45.2
2 10 32.3 32.3 77.4
38 6 194 19.4 96.8
4 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB12
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 7 22.6 22.6 22.6
2 14 45.2 45.2 67.7
38 10 32.3 32.3 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB13
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 8 25.8 25.8 29.0
8 10 32.3 32.3 61.3
4 12 38.7 38.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
LB14
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 4 12.9 12.9 12.9
2 9 29.0 29.0 41.9
3 15 48.4 48.4 90.3
4 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
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PENYERAPAN ANGGARAN

Statistics
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y14 Y15 Y1.6 Y1.7
N Valid 31 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.97 3.09 2.94 3.03 3.30 3.43 2.39
Median 2.83 2.98 2.73 2.98 2.93 3.05 2.59
Std. Deviation .804 .675 .705 773 767 717 .811
Variance .647 455 498 .597 .588 .514 .657
Minimum 1 1 1 1 1 3 1
Maximum 4 5 4 5 4 5 4
Sum 92 96 91 94 102 106 74
Statistics
Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11
N Valid 31 31 31
Missing 0 0 0
Mean 3.35 3.29 3.16 1.53
Median 3.09 3.30 2.72 1.00
Std. Deviation .816 .821 .940 .787
Variance .665 674 .883 .619
Minimum 1 1 1 1
Maximum 5 5 4 3
Sum 104 102 98 48
Frequency Table
Y1.1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 2 6.5 6.5 6.5
8 24 77.4 77.4 83.9
4 5 16.1 16.1 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
8 27 87.1 87.1 90.3
) 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 25 80.6 80.6 83.9
4 5 16.1 16.1 100.0
Total 31 100.0 100.0
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Y1.4

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 2 6.5 6.5 6.5
8 26 83.9 83.9 90.3
5 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
3 20 64.5 64.5 67.7
4 10 32.3 32.3 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 24 77.4 77.4 77.4
) 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.7
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 6 194 19.4 19.4
8 23 74.2 74.2 93.5
4 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.8
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
8 24 77.4 774 80.6
B) 6 194 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
Y1.9
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.2 3.2 3.2
2 2 6.5 6.5 9.7
3 25 80.6 80.6 90.3
5 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
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Y1.10
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 2 6.5 6.5 6.5

3 18 58.1 58.1 64.5

4 11 35.5 35.5 100.0

Total 31 100.0 100.0

Y1.11
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 21 67.7 67.7 67.7

3 10 32.3 32.3 100.0

Total 31 100.0 100.0
VALIDITAS PERENCANAAN ANGGARAN

Correlations
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6

PA1 Pearson Correlation 1 617" 426" 517" .558" .259

Sig. (2-tailed) .000 .017 .003 .001 .160

N 31 31 31 31 31 31
PA2 Pearson Correlation 617" 1 507" .635" .285 576"

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .120 .001

N 31 31 31 31 31 31
PA3 Pearson Correlation A26" 507" 1 497" 277 428"

Sig. (2-tailed) .017 .004 .004 132 .016

N 31 31 31 31 31 31
PA4 Pearson Correlation 517" .635" 497" 1 .256 .629"

Sig. (2-tailed) .003 .000 .004 .165 .000

N 31 31 31 31 31 31
PA5 Pearson Correlation .558" .285 277 .256 1 .223

Sig. (2-tailed) .001 120 132 165 229

N 31 31 31 31 31 31
PAG Pearson Correlation .259 576" 428" .629" .223 1

Sig. (2-tailed) .160 .001 .016 .000 .229

N 31 31 31 31 31 31
PA7 Pearson Correlation 372" .592™ 377 .619™ .214 .568™

Sig. (2-tailed) .039 .000 .037 .000 247 .001

N 31 31 31 31 31 31
PA8 Pearson Correlation .218 .135 .059 .345 .158 .053

Sig. (2-tailed) 239 470 752 .057 397 778

N 31 31 31 31 31 31
TPA Pearson Correlation 739" .816" .667" .838" .530" .696"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .000

N 31 31 31 31 31 31
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Correlations
PA7 PAS8 TPA
PA1 Pearson Correlation 372" .218 739"
Sig. (2-tailed) .039 239 .000
N 31 31 31
PA2 Pearson Correlation .592" .135 .816™
Sig. (2-tailed) .000 470 .000
N 31 31 31
PA3 Pearson Correlation 377" .059 667"
Sig. (2-tailed) 037 752 .000
N 31 31 31
PA4 Pearson Correlation .619" .345 .838"
Sig. (2-tailed) .000 .057 .000
N 31 31 31
PA5 Pearson Correlation 214 .158 .530"
Sig. (2-tailed) 247 397 .002
N 31 31 31
PAG Pearson Correlation .568" .053 .696™
Sig. (2-tailed) .001 778 .000
N 31 31 31
PA7 Pearson Correlation 1 .282 739"
Sig. (2-tailed) 124 .000
N 31 31 31
PAS Pearson Correlation .282 1 .389"
Sig. (2-tailed) 124 .031
N 31 31 31
TPA Pearson Correlation 739" .389" 1
Sig. (2-tailed) .000 .031
N 31 31 31
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
VALIDITAS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Correlations
SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 SDM6 SDM7 SDM8 SDM9
SDM1 Pearson 1 742" .269 .498™ .675™ .395" .204 .090 343
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .143 .004 .000 .028 271 .631 .059
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM2 Pearson 742" 1 .360" .392" .398" .528™ 275 116 461"
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .047 .029 .026 .002 135 535 .009
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM3 Pearson .269 .360" 1 .539™ .256 420" .606™ .539™ .603™
Correlation
Sig. (2-tailed) 143 .047 .002 .165 .019 .000 .002 .000
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM4 Pearson .498™ .392" .539™ 1 .303 133 .556™ 587" .490™
Correlation
Sig. (2-tailed) .004 .029 .002 .097 475 .001 .001 .005
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
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SDM5 Pearson 675" .398" .256 .303 1 .253 274 .303 .287
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .026 .165 .097 .169 .136 .097 117
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM6 Pearson .395" .528" 420" .133 .253 1 .393" .304 .389"
Correlation
Sig. (2-tailed) .028 .002 .019 475 .169 .029 .096 .031
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM7 Pearson .204 275 .606™ .556™ 274 .393" 1 .365" .526™
Correlation
Sig. (2-tailed) 271 .135 .000 .001 .136 .029 .043 .002
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM8 Pearson .090 .116 .539" .587" .303 .304 .365" 1 490"
Correlation
Sig. (2-tailed) .631 .535 .002 .001 .097 .096 .043 .005
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM9 Pearson .343 461" .603" 490" .287 .389" .526™ 490" 1
Correlation
Sig. (2-tailed) .059 .009 .000 .005 117 .031 .002 .005
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM10 | Pearson 231 .306 A37 A57" 277 667" 310 .644" 410"
Correlation
Sig. (2-tailed) 211 .094 .014 .010 131 .000 .089 .000 .022
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM11 | Pearson .341 462" 467" .239 .220 224 .180 .100 .644"
Correlation
Sig. (2-tailed) .061 .009 .008 .195 .235 .226 .334 .591 .000
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SDM12 | Pearson .269 .360"| 1.000" .539™ .256 4207 .606™ .539™ .603™
Correlation
Sig. (2-tailed) .143 .047 .000 .002 .165 .019 .000 .002 .000
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
TSDM Pearson .598™ .649™ .820™ .706™ .525™ .629™ .653™ .633™ 784"
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Correlations
SDM10 SDM11 SDM12 TSDM
SDM1 Pearson Correlation 231 .341 .269 .598™
Sig. (2-tailed) 211 .061 143 .000
N 31 31 31 31
SDM2 Pearson Correlation .306 462" .360" .649"
Sig. (2-tailed) .094 .009 .047 .000
N 31 31 31 31
SDM3 Pearson Correlation A3T7 467" 1.000™ .820"
Sig. (2-tailed) .014 .008 .000 .000
N 31 31 31 31
SDM4 Pearson Correlation A57" .239 .539" .706™
Sig. (2-tailed) .010 195 .002 .000
N 31 31 31 31
SDM5 Pearson Correlation 277 .220 .256 .525™
Sig. (2-tailed) 131 235 .165 .002
N 31 31 31 31
SDM6 Pearson Correlation 667" 224 420" .629™
Sig. (2-tailed) .000 .226 .019 .000
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N 31 31 31 31
SDM7 Pearson Correlation .310 .180 .606™ .653"
Sig. (2-tailed) .089 .334 .000 .000
N 31 31 31 31
SDM8 Pearson Correlation .644" .100 .539" .633"
Sig. (2-tailed) .000 591 .002 .000
N 31 31 31 31
SDM9 Pearson Correlation 410" .644" .603" 784"
Sig. (2-tailed) .022 .000 .000 .000
N 31 31 31 31
SDM10 Pearson Correlation 1 .252 A3T7 676"
Sig. (2-tailed) 172 .014 .000
N 31 31 31 31
SDM11 Pearson Correlation .252 1 467" .588™
Sig. (2-tailed) 172 .008 .001
N 31 31 31 31
SDM12 Pearson Correlation A37" 467" 1 .820"
Sig. (2-tailed) .014 .008 .000
N 31 31 31 31
TSDM Pearson Correlation .676" .588" .820" 1
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000
N 31 31 31 31
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
VALIDITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA
Correlations
PBJL | PBJ2 | PBJ3 | PBJ4 PBJ5 PBJ6 | PBJ7 | PBJ8 | PBJ9 | PBJ10 | PBJ11 [ PBJ12 | PBJ13 | PBJ14 | PBJ15 | PBJI
Pearson 1| 689" .697°| .650" 897" 346 277 268 283 271 198 -.016 272 127 346 | -.01
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 057 131 145 123 1140 .285 933 1139 1496 .057 .95
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ2 | Pearson 689” 1| 653" .670" 618” 021 062 | 480" | 472" 212 148  -.006 213 126 411 .04
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 910 742 .006 007 252 428 974 251 500 022 .82
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ3 [ Pearson 697" 653" 1| .800" 768 198 .000 192 344 368" 174 -154 369" 215 396" 19
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 286 | 1.000 .300 .058 042 .350 407 041 246 .028 .30
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ4 | Pearson 650" 670" | .800” 1 584" 179 223 226 270 372 276 | -121 373 293 455" .07
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 334 229 222 142 .039 133 518 039 110 010 70
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ5 | Pearson 897" | 618" 768" 584" 1 327 062 272 273 271 217 | -.030 271 085 327 10
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 001 073 739 1138 138 141 241 873 140 651 073 56
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ6 | Pearson 346 021 198 179 327 1| 659" 550" | .508" 629" 615" 425 6307 674" 6877 .627
Correlation
Sig. (2-tailed) 057 910 .286 334 073 .000 .001 .004 .000 .000 017 .000 .000 .000 .00
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ7 | Pearson 277 062 .000 223 062 659" 1 223 144 373 548™ 447 6597 | 754" | 638" 43!
Correlation
Sig. (2-tailed) 131 742 | 1.000 229 739 .000 227 440 039 001 012 .000 000 000 .01
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ8 | Pearson 268 | 480" 192 226 272 550" 223 1| 827" 581" 537" 279 299 318 550" 36,
Correlation
Sig. (2-tailed) 145 .006 .300 222 138 .001 227 000 001 002 129 102 082 001 .04
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ9 | Pearson 283 472" 344 270 273 |  508™ 144 8277 1 5747 455" 251 322 330 508" | .46C
Correlation
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Sig. (2-tailed) 123 .007 .058 142 .138 .004 440 .000 .001 .010 173 .077 .069 .004 .00
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson 271 212 .368" 372" 271 .629™ 373" 581" 574” 1 633" .267 7297 583" .629” .44,
0 Correlation
Sig. (2-tailed) .140 .252 .042 .039 141 .000 .039 .001 .001 .000 147 .000 .001 .000 .01
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson .198 .148 174 .276 217 .615™ .548™ 537" 455 .633™ 1 .250 761" 536" .615™ 45¢€
1 Correlation
Sig. (2-tailed) .285 428 .350 .133 241 .000 .001 .002 .010 .000 175 .000 .002 .000 .01
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson -.016 -.006 -.154 -121 -.030 425 44T 279 251 267 .250 1 .268 445" .290 .40
2 Correlation
Sig. (2-tailed) .933 .974 407 .518 .873 .017 .012 .129 173 147 175 .146 .012 114 .02
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson 272 213 .369" 373" 271 .630™ .659™ .299 .322 729™ 761" .268 1 743" 7757 .58¢
& Correlation
Sig. (2-tailed) .139 .251 .041 .039 .140 .000 .000 .102 .077 .000 .000 .146 .000 .000 .0C
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson 127 126 .215 .293 .085 .674™ .754™ .318 .330 .583™ .536™ 445" 743" 1 .844~ .78¢
4 Correlation
Sig. (2-tailed) 496 .500 .246 .110 .651 .000 .000 .082 .069 .001 .002 .012 .000 .000 .00
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson .346 411 .396" 455 .327 687" .638™ .550™ .508™ .629™ .615™ .290 775" .844™ 1 TTE
5 Correlation
Sig. (2-tailed) .057 .022 .028 .010 .073 .000 .000 .001 .004 .000 .000 114 .000 .000 .0C
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson -.011 .040 192 .070 .108 .623™ 435 .364 .460™ 443" .456™ 4017 .585™ 783" 7757
6 Correlation
Sig. (2-tailed) .954 .829 .300 .708 .563 .000 .014 .044 .009 .013 .010 .026 .001 .000 .000
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson 127 -.154 .000 -.006 .085 .844™ .754™ .318 .330 425 .536™ 445 .584™ .815™ 674 .78¢
7 Correlation
Sig. (2-tailed) 496 407 1.000 973 .651 .000 .000 .082 .069 .017 .002 .012 .001 .000 .000 .0C
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson .226 A71 .000 .182 .052 q77 .809™ .595™ 467" .530™ 581" .490™ 531" 741" .636™ 46¢
8 Correlation
Sig. (2-tailed) 221 .358 1.000 .327 .782 .000 .000 .000 .008 .002 .001 .005 .002 .000 .000 .00
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ1 | Pearson 319 .267 .320 .307 291 .704™ .501™ .514™ .662™ 726" .614™ .346 7257 .595™ .704” 637
9 Correlation
Sig. (2-tailed) .081 147 .079 .093 113 .000 .004 .003 .000 .000 .000 .057 .000 .000 .000 .0C
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
PBJ2 | Pearson .346 .021 .198 179 .327 | 1.000™ .659™ .550™ .508™ .629™ .615™ 425 .630™ 674 687" .62
0 Correlation
Sig. (2-tailed) .057 .910 .286 .334 .073 .000 .000 .001 .004 .000 .000 .017 .000 .000 .000 .00
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
TPBJ | Pearson 532" 437 486" 512" .498™ 847" .661™ .663™ .683™ .769™ .709™ 4217 7767 773" .863” B7¢
Correlation
Sig. (2-tailed) .002 .014 .006 .003 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000 .000 .0C
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
Correlations
PBJ17 PBJ18 PBJ19 PBJ20 TPBJ
PBJ1 Pearson Correlation 127 .226 .319 .346 532"
Sig. (2-tailed) .496 221 .081 .057 .002
N 31 31 31 31 31
PBJ2 Pearson Correlation -.154 171 .267 .021 A37"
Sig. (2-tailed) .407 .358 147 910 .014
N 31 31 31 31 31
PBJ3 Pearson Correlation .000 .000 .320 .198 486"
Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .079 286 .006
N 31 31 31 31 31
PBJ4 Pearson Correlation -.006 182 .307 179 512"
Sig. (2-tailed) 973 .327 .093 .334 .003
N 31 31 31 31 31
PBJ5 Pearson Correlation .085 .052 291 .327 .498"
Sig. (2-tailed) .651 .782 113 .073 .004
N 31 31 31 31 31
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PBJ6 Pearson Correlation .844™ T77" 704" 1.000" 847"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ7 Pearson Correlation 754" .809" 501" .659" 661"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJS Pearson Correlation .318 .595" 514" .550" .663"
Sig. (2-tailed) .082 .000 .003 .001 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ9 Pearson Correlation .330 467" .662" .508" .683"
Sig. (2-tailed) .069 .008 .000 .004 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ10 Pearson Correlation A25" .530" 726" .629" 769"
Sig. (2-tailed) .017 .002 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ11 Pearson Correlation .536" .581" .614" .615" 709"
Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ12 Pearson Correlation 445 490" .346 425 421"
Sig. (2-tailed) 012 .005 .057 017 018
N 31 31 31 31 31
PBJ13 Pearson Correlation .584" 531" 725" .630" 776"
Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ14 Pearson Correlation .815" 7417 .595" 674" 773"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ15 Pearson Correlation 674" .636" 704" .687" .863"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ16 Pearson Correlation .783" .468" .637" .623" 679"
Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ17 Pearson Correlation 1 741" .595™ .844™ 715"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ18 Pearson Correlation 741" 1 575" T77” 756"
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ19 Pearson Correlation .595™ 575" 1 .704™ 847"
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000
N 31 31 31 31 31
PBJ20 Pearson Correlation .844™ T77" 704" 1 847"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31
TPBJ Pearson Correlation 715" 756" 847" 847 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31 31

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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VALIDITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Correlations

PLA1 PLA2 PLA3 PLA4 PLAS PLAG6 PLA7

PLAL Pearson Correlation 1 .852" .904™ 7227 740" .906™ .686™

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA2 Pearson Correlation .852" 1 .860" .686" .815" .839™ .663"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA3 Pearson Correlation .904" .860" 1 782" 719" .817" .690"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA4 Pearson Correlation 7227 .686" 782" 1 .633" .667" .679"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA5S Pearson Correlation 740" .815" 719" .633" 1 739" .681"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLAG Pearson Correlation .906™ .839" 817" 667" 739" 1 .637"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA7 Pearson Correlation .686™ .663™ .690™ 679" .681" .637" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLAS Pearson Correlation 731" 733" 627" .653" .816™ 731" 728"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA9 Pearson Correlation .657" .660" .682" .624" T727 .506™ .503"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .004 .004

N 31 31 31 31 31 31 31

PLA10 |Pearson Correlation 7227 .636" .681" .523" 637" .693" .684"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

TPLA Pearson Correlation 927" .904™ 907" .811™ .882™ .882™ .813™

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31 31 31 31

Correlations
PLA8 PLA9 PLA10 TPLA

PLA1 Pearson Correlation 731" 657" 722" 927"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31

PLA2 Pearson Correlation 733" .660™ .636" .904™

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31

PLA3 Pearson Correlation 627" .682" .681" .907"

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 31 31 31 31

PLA4 Pearson Correlation 653" .624™ 523" .811™

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000
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N 31 31 31 31
PLA5 Pearson Correlation .816" T727 637" .882"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 31 31 31 31
PLAG Pearson Correlation 731" .506™ .693" .882"
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000
N 31 31 31 31
PLA7 Pearson Correlation 728" .503" .684" .813"
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000
N 31 31 31 31
PLAS Pearson Correlation 1 647" .650" .855"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 31 31 31 31
PLA9 Pearson Correlation 647" 1 564" T727
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000
N 31 31 31 31
PLA10 Pearson Correlation .650" .564" 1 .798"
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000
N 31 31 31 31
TPLA Pearson Correlation .855" T727 798" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 31 31 31 31

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VALIDITAS LINGKUNGAN BIROKRASI

Correlations

LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 | LB11

LB1 Pearson 1| -.033| -.017 243 | .399"| .5277| .999" .243| 532 .105 | 1.000™
Correlation

Sig. (2-tailed) .859 .926 .188 .026 .002 .000 .188 .002 575 .000

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB2 Pearson -.033 1| .426" .242 264 | .437°| -.033 242 | .436"| .838™| -.033
Correlation

Sig. (2-tailed) .859 .017 .190 151 .014 .860 .190 .014 .000 .859

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB3 Pearson -.017| .426" 1| .645" .219| .372"| -.023| .645"| .369" 137 | -.017
Correlation

Sig. (2-tailed) .926 .017 .000 .237 .039 .903 .000 .041 463 .926

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB4 Pearson .243 .242| .645" 1| .370"| .599™ .230|1.000™| .596™| .411" .243
Correlation

Sig. (2-tailed) .188 .190 .000 .040 .000 212 .000 .000 .022 .188

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB5 Pearson .399" .264 219 .370° 1| .529™| .382"| .370"| .527"| .373"| .399"
Correlation

Sig. (2-tailed) .026 151 .237 .040 .002 .034 .040 .002 .039 .026

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB6 Pearson 5277 4377 .372"| .599"| .529" 1| .518™| .599™|1.000™| .549"| .527"
Correlation

Sig. (2-tailed) .002 .014 .039 .000 .002 .003 .000 .000 .001 .002

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
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LB7 Pearson .999"| -.033| -.023 .230| .382"| .518™ 1 .230| .522™ .101| .999™
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .860 .903 212 .034 .003 212 .003 .588 .000

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB8 Pearson .243 .242| .645™|1.000™ .370"| .599" .230 1| .596™ 4117 .243
Correlation

Sig. (2-tailed) .188 .190 .000 .000 .040 .000 212 .000 .022 .188

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB9 Pearson 532" 436" 369" .596™| .527"(1.000"| .522"| .596" 1| .548™| .532"
Correlation

Sig. (2-tailed) .002 .014 .041 .000 .002 .000 .003 .000 .001 .002

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB10 Pearson .105( .838" 137 4117 373" 549" 101 4117 548" 1 .105
Correlation

Sig. (2-tailed) .575 .000 463 .022 .039 .001 .588 .022 .001 .575

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB11 |Pearson 1.000™| -.033| -.017 243 | .399"| .527™| .999" .243| .532™ .105 1
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .859 .926 .188 .026 .002 .000 .188 .002 575

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB12 Pearson 3917 .490™| .627" 427 .381"| .825" .382" 427 .826™ .302 .391°
Correlation

Sig. (2-tailed) .030 .005 .000 .017 .034 .000 .034 .017 .000 .099 .030

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB13 |Pearson .399" .264 .219| .370"|1.000™| .529™| .382"| .370"| .527"| .373"| .399"
Correlation

Sig. (2-tailed) .026 .151 .237 .040 .000 .002 .034 .040 .002 .039 .026

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

LB14 Pearson -.020 4257| 1.000™| .643™ 217 3717 -.026| .643" .368" 135 -.020
Correlation

Sig. (2-tailed) .913 .017 .000 .000 .240 .040 .889 .000 .042 .469 .913

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

TLB Pearson .610™| .519™| .591™| .741™| .688"| .878"| .599™| .741™| .878™| .564"| .610"
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Correlations
LB12 LB13 LB14 TLB

LB1 Pearson Correlation .3917 .399" -.020 .610"

Sig. (2-tailed) .030 .026 913 .000

N 31 31 31 31

LB2 Pearson Correlation .490™ .264 425" .519™

Sig. (2-tailed) .005 151 .017 .003

N 31 31 31 31

LB3 Pearson Correlation 627" .219 1.000" 591"

Sig. (2-tailed) .000 .237 .000 .000

N 31 31 31 31

LB4 Pearson Correlation A27" .370" .643" 741"

Sig. (2-tailed) 017 .040 .000 .000

N 31 31 31 31

LB5 Pearson Correlation .381" 1.000" 217 .688"

Sig. (2-tailed) 034 .000 240 .000

N 31 31 31 31

LB6 Pearson Correlation .825" .529" 371" .878"

Sig. (2-tailed) .000 .002 .040 .000
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N 31 31 31 31
LB7 Pearson Correlation .382" .382" -.026 .599™
Sig. (2-tailed) 034 034 889 .000
N 31 31 31 31
LB8 Pearson Correlation A2T7" .370" .643" 741"
Sig. (2-tailed) 017 .040 .000 .000
N 31 31 31 31
LB9 Pearson Correlation .826" 527" .368" .878"
Sig. (2-tailed) .000 .002 042 .000
N 31 31 31 31
LB10 Pearson Correlation .302 .373" .135 .564"
Sig. (2-tailed) .099 .039 469 .001
N 31 31 31 31
LB11 Pearson Correlation .391" .399" -.020 .610"
Sig. (2-tailed) .030 026 913 .000
N 31 31 31 31
LB12 Pearson Correlation 1 .381" 627" .782"
Sig. (2-tailed) 034 .000 .000
N 31 31 31 31
LB13 Pearson Correlation .381" 1 217 .688"
Sig. (2-tailed) 034 240 .000
N 31 31 31 31
LB14 Pearson Correlation 627" 217 1 .589"
Sig. (2-tailed) .000 240 .000
N 31 31 31 31
TLB Pearson Correlation 782" .688" .589" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 31 31 31 31
*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
VALIDITAS PENYERAPAN ANGGARAN
Correlations
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9
Y1.1 | Pearson 1 .338 .601™ 137 253 .539™ 478" .705™ .361"
Correlation
Sig. (2-tailed) .063 .000 462 .169 .002 .006 .000 .046
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.2 |Pearson .338 1 578" .888™ .395" .549™ .043 518" .399"
Correlation
Sig. (2-tailed) .063 .001 .000 .028 .001 .819 .003 .026
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.3 |Pearson .601™ 578" 1 .333 .202 T744™ .235 .760™ .568™
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .001 .067 277 .000 .203 .000 .001
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.4 | Pearson 137 .888™ .333 1 .236 324 -.162 301 .348
Correlation
Sig. (2-tailed) 462 .000 .067 .200 .076 .384 .100 .055
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.5 | Pearson .253 .395" 202 .236 1 .365" .139 456" 144
Correlation
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Sig. (2-tailed) 169 028 277 200 044 457 .010 439
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.6 |Pearson .539™ .549™ T744™ 324 .365" 1 463 .649™ 347
Correlation
Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 076 044 .009 .000 .056
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.7 | Pearson 478" .043 .235 -.162 .139 463" 1 .230 .128
Correlation
Sig. (2-tailed) .006 .819 .203 .384 457 .009 214 .494
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.8 | Pearson .705™ .518" .760™ 301 456 .649" .230 1 .549"
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .100 .010 .000 214 .001
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.9 |Pearson .361" .399" .568" .348 144 .347 .128 549" 1
Correlation
Sig. (2-tailed) 046 026 .001 .055 439 .056 494 .001
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.1 | Pearson 473" .369" 494™ 221 .306 .651™ 481" 541" 147
0 Correlation
Sig. (2-tailed) .007 .041 .005 232 .094 .000 .006 .002 .430
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Y1.1 | Pearson .284 455" 442" 276 .894™ .618™ .190 512 173
1 Correlation
Sig. (2-tailed) 121 .010 .013 133 .000 .000 .306 .003 .353
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
TY Pearson 702" 729" 795" .510" .589" .838" 448" .839" .558"
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000 .000 .012 .000 .001
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Correlations
Y1.10 Y1.11 TY
Y1.1 Pearson Correlation A73" .284 .702™
Sig. (2-tailed) .007 121 .000
N 31 31 31
Y1.2 Pearson Correlation .369" 455" 729"
Sig. (2-tailed) 041 010 .000
N 31 31 31
Y1.3 Pearson Correlation 494" 442" 795"
Sig. (2-tailed) .005 .013 .000
N 31 31 31
Y1.4 Pearson Correlation 221 .276 .510™
Sig. (2-tailed) 232 133 .003
N 31 31 31
Y1.5 Pearson Correlation .306 .894" .589"
Sig. (2-tailed) .094 .000 .000
N 31 31 31
Y1.6 Pearson Correlation .651" .618" .838"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 31 31 31
Y1.7 Pearson Correlation 481" .190 A48
Sig. (2-tailed) .006 .306 012
N 31 31 31
Y1.8 Pearson Correlation 541" 512" .839™
Sig. (2-tailed) .002 .003 .000
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N 31 31 31
Y1.9 Pearson Correlation 147 173 .558"
Sig. (2-tailed) 430 353 .001
N 31 31 31
Y1.10 Pearson Correlation 1 483" 7117
Sig. (2-tailed) .006 .000
N 31 31 31
Y1.11 Pearson Correlation 483" 1 714"
Sig. (2-tailed) .006 .000
N 31 31 31
TY Pearson Correlation 7117 714" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 31 31 31

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN

Scale: ALL VARIABLE

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.769

9

RELIABILITAS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.763

13
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RELIABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Case Processing Summary
N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.760 21

RELIABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Case Processing Summary
N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

787 11

RELIABILITAS LINGKUNGAN BIROKRASI

Case Processing Summary
N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.761 15
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RELIABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded? 0 .0
Total 31 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.763

12

UJlI ASUMSI KLASIK
NORMALITAS DATA

Frequency

=

Histogram

Dependent Variable: TY

-
o
1

Mean = 2.64E-15
St Dev. =0.913
M=31

/

|

0 2

Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TY

10

065

0.4

Expected Cum Prob

0.24

coo®

00000

oo
0.0

! T I
0z 0.4 0.6 0.3

Observed Cum Prob

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 31
Normal ParametersP Mean .0000000
Std. Deviation .06468647

Most Extreme Differences Absolute 144
Positive 134

Negative -.144

Test Statistic 144
Asymp. Sig. (2-tailed) .100¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
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MULTIKOLINIERITAS

Coefficients?

Correlations

Model Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant)
TPA .329 .214 .675 1.481
TSDM .198 124 .594 1.683
TPBJ 481 .337 .538 1.859
TPLA -.093 -.057 409 2.447
TLB -.259 -.165 .375 2.669
HETEROSKEDASTISITAS
Scatterplot
Dependent Variable: TY
4.—
o]
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2 2
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o a
b o
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= ° o o a °
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.2 -1 0 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value
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Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.299 .234 -1.277 213
TPA -.071 .066 -.189 -1.066 .297
TSDM -.152 .105 -.289 -1.453 .159
TPBJ .330 .092 746 3.603 .058
TPLA .055 .064 .200 .865 .395
TLB .006 .081 .019 .074 .942
a. Dependent Variable: Abs_RES1
UJI AUTOKORELASI
Model Summary®
Change Statistics
Model df2 Sig. F Change
1 25 .000 1.840
REGRESI LINIER BERGANDA
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Correlations
Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order
1 (Constant) 14.751 7.889 1.870 .073
TPA .310 178 .260 1.742 .094 .077
TSDM 164 163 161 1.009 .323 .581
TPBJ .255 .093 460 2.746 .011 714
TPLA -.068 146 -.089 -.465 .646 -.333
TLB -.185 .138 -.269 -1.342 192 -.564
UJI F
ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 628.430 5 125.686 8.264 .000"
Residual 380.200 25 15.208
Total 1008.630 30
UJI R?
Model Summary®
Change Statistics
Adjusted R Std. Error of the R Square
Model R R Square Square Estimate Change F Change dfl
1 .7892 .623 .548 3.900 .623 8.264 5
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ABSTRAK

Yusni S. Mohune. E 2118042. Faktor — Faktor Yang Mempengaruhi
Daya Serap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan
jasa, pelaksanaan anggaran dan lingkungan birokrasi secara simultan dan parsial
terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner yang
disebarkan secara langsung kepada pegawai yang ada di Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan
anggaran (Xi) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.094. Kompetensi
sumber daya manusia (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.323.
Pengadaan barang dan jasa (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0.011.
Pelaksanaan anggaran (X4) secara parsial tidak berpengaruh negative dan
signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar
0.646. Lingkungan birokrasi (X5) secara parsial tidak berpengaruh negative dan
signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar
0.192. Variabel penelitian perencanaan anggaran, kompetenSI isumber daya
manusia, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan angggran dan Ilngkungan
birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap/ penyewn anggaran di

I =

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. g
!; -
Kata Kunci: Perencanaan, SDM, Pengadaan Barang dan J
Pelaksanaan, Lingkungan Birokrasi, Penyerapan Anggaran
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ABSTRACT

YUSNI S. MOHUNE. E 2118042. FACTORS AFFECTING THE LOCAL
BUDGET ABSORPTION IN THE LOCAL GOVERNMENT OF NORTH
GORONTALO DISTRICT

The research aims at finding how significant the budget planning, human
resource competence,supply of goods and services, budget allocation, and the
bureaucratic environment give simultaneous and partial effects on the local
budget absorption in the local government of North Gorontalo District. The
sampling technique in the research is purposive sampling and done through a
survey method with. questionnaires directly distributed to the apparatus at the
Local Government of North Gorontalo District. The result of the research
indicates that the budget planning (X1) partially does not give a partial and
significant effect on the budget absorption with a significant rate 0f0.094. The
human resource competence(X2) partially does not give a positive and significant
effect on the budget absorption with a significant rate of 0.323. The supply
ofgoods and services (X3) partially gives a positive and significant effect on the
budget absorption with a significant rate of 0.011. The budget allocation (X4)
partially does not give a negative and significant effect on the budget absorption
with a significant rate of 0.646. The bureaucratic environment (X5) partially does
not give a negative and significant effect on the budget absorption with the rate of
significance of 0.192. The variables of budget planning, human resource
competence,goods and services supply, budget allocation, ard\the bureaucratlc
environment simultaneously gives a significant effect on the budget absorptlon at

i

the Local Government of North Gorontalo Regency. c *| 1‘&
A

Keywords: planning, human resource competence, goods ar é vices sup{:ﬂy,/
4 -
budget allocation, bureaucratic environment, budget absorptio

Or,nkd 4‘ A //,
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